
BUPATI LAMPUNG UTARA 
~ 	 '. , 

PROVIRSI L.AM:PURG 

PERATURAN BUPATI LAMPtJ.NG UTARA 
NOMOR ~ TABUN 2018 

TENTANG 

PENGBLOLAAN KEUANGAN DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAlIA ESA 

BUPATI I.AMPUNG UTARA, 

Menimbang a. 	bahwa Keuangan Desa harus dikelola secara tertib, efektif, 
efisien, ekonomis, transpaIan dan bertanggung jawab 
dengan memperhatikan asas keadiIan, kepatutan dan 
manfaat bagi masyarakat; 

b. 	bahwa daIam rangka memberikan pedoman penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja De~ dan 
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan. Belanja 
Desa kepada Desa perIu menetapkan Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Desa; 

c. 	bahwa berdasarkan pertirobangan sebagalmana dimaksud 
pada hW;Uf a dan huruf b tersebut, di atas, perIu 
menetapkan Peraturan Bupati Lampung Uta:ra tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa. ' . 

Mengingat 1. 	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 dan 
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang 
Pembentukan . Daerah Tingkat 11 termasuk Kotapraja 
DaIam Ungkungan Daerah Tingkat I Sumatera Se1atan 
sebagai Undang-Undang;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara ./ 
Republik Indonesia Nomor 5495); 

2. 	 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Nomor 5679); 
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3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 te~~g 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Namor 6 T ...uun 

, 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Namar 5539) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2015 (Lembaran . Negara RepubJik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 5717); 

4. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersurilber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara RepubJik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5864); 

5. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa '(Berita Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

6. 	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

7. 	 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015 
tentang Penggunaan, Pengelolaan, Penyaluran, 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684); 

8. 	Peraturan Menteri Keuangan Namor : 199/PMK.07/2017 
tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara 
Republiklndonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

9. 	Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 226/PMK.07/2017 
tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 
Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Namor 1 
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Taliun 2018 
Nomor I).! . 

, 	 ; ~ 

Menetapkan . 	 PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEWLAAN: KEUANGAN 
DESA. . ! 

DAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Bupati Lampung Utara ini, yang dimaksud 



dengan: 
1. 	 Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara. 
2. 	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lampung Utara. 
3. 	 Bupati adalah Bupati Lampung Utara. , 
4. 	 Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangk.at Daerah 

Kabupaten Lampung Utara. 
5. 	 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum. yang memiliki 

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengums urusan pemerintahan, kepen1;ingan masyarakat 
setempat 

\ 
berdasarkan prakarsa masyarakat, rtak asal usul 

atau hak tradisional yang masih berlaku sert1 diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
RepubJik Indonesia. 

6. 	 Pemerintah Desa adalah Kepala·.Desa· dibantu Perangkat 
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

, 	7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih 
langsung oleh masyarakat me1alui pemilihan Kepala Desa. 

8. 	 Perangkat Desa adaiah unsur pembantu Kepala Desa, yang 
terdiri dari Sekretariat, pelaksana teknis dan unsur 
wilayah. 

9. 	 Sekretaris Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang 
mengepalai Sekretariat Desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat 
BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi 
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakiJan wilayah dan 
ditetapkan secara demokratis. 

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan 
disepakati bersama BPD. 

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 
selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah rencana kegiatan 
Pembangunan Desa untukjangka waktu 6f.enamJ tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat 
RKPDesa adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka 
waktu 1 (satu) tahun. 

14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa 
yang dapat dinilai dengari uang serta segala sesuatu 
berupa uang dan barang yang berhubungan dengan 
pe1aksanaan hak dan kewajiban Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Be1anja Desa yang selanjutnya 
disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan 
Pemerintahan Desa. 

16. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan yang melalui 
Rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh 
Desa. 

17. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan· 

I 

Belanja Provinsi dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. 

18. Dana Desa adalah dan.a yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan' untuk 
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mernbiayai penyelenggaraan pemerintahan, pe1aksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat. 

19. Alokasi Dana Desa yang se1anjutnya disingkat ADD adalah 
<lima perimbangan yang diterima Kabupaten dalam 
AnggaIan Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
setelah dikurangi'dana alokasi khusus. . 

20. Belanja Desa adalab semua pengeluaran dari Rekening 
Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) 
Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya 
kembali oleh Desa. 

21. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu 
dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima 
kembali, baik P/:illa Tahun Anggaran yang bersangkutan 
maupun pada Tahun Anggaran berikutnya. 

22. Rekening Kas Desa adalab rekening tempat penyimpanan 
uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh 
Pendapatan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh 
Belanja Desa pada Bank yang ditetapkan. ' 

23. Sisa Lebih Perhltungan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan

.'dan pengeluaran anggaran selama satu penode Anggaran. 
24. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara 

Pendapaitan Desa dengan Belanja Desa.' , 
25. Defisit Anggaran Desa adalab selisih l..'Uirang antara 

Pendapatan Desa dengan Belanja Desa. . 
26. Pelaksana kegiatan adalah unsur Perangkat Desa dari 

Sekretariat Desa dan pelaksana teknis yang bertanggung 
jawab atas pelaksanaan kegiatan di bidangnya. 

, 	27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB 
ada1ah perhltungan rencana biaya yang digunakan sebagai 
dasar pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa. 

28. Bendahara adalah unsur staf Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan administrasi keuangan untuk 
menatausahakan Keuangan Desa. 

29. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat BUMDesa 
adalab badan usaha yang seluIuhnya atau sebagian besar 
modalnya dilmiliki Desa melalui penyert.aan secara 
langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan 
guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya 
untuk sebesar-besamya kesejahteraan masyarakat Desa. 

30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang 
mengancam dan mengganggu kehldupan dan penghidupan 
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau 
faktor non a1am ma\lpUn faktor manusia, sebingga 
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan 
lingkungan. kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

BASH 
" 

ASAS PENGELOLA KEUANGAN DESA 

Pasal2 

(1) 	Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan asas-aaas 
qansparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan 
teItib dan disiplin Anggaran. 



(2) 	 Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran 
yakni mulai tanggall Januari 2018 sampai dengaT,l tanggal 
31 Desember 2018. 

BABm 
KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DESA 

Pasa13 

(1) 	Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan 
keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam 
kepemilikaD. kekayaan milik Desa yang dipisahkan. 

• 	(2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan 
Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
mempunyai kewenangan: 
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa; 
b. menetapkan Peiaksana Teknis Pengelola Keuangan 

Desa; ( 
c. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan 

penerimaan Desa; 
d. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan 

dalam APBDesa; dan 
e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban APBDesa. 
(3) 	 Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan Keuangan 

Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan 
Desa. 

Pasa14 
, 

(1) 	Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berasal dari unsur 
Perangkat Desa terdiri dari: 
a. Sekretaris Desa; 
q. Kepala Seksi; dan 
c. Bendahara. 

(2) 	 Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan 
Kepala Desa. 

Pasal5 

(1) 	Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat 
(1) humf a bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis 
Pengelolaan Keuangan Desa. 

(2) 	 Sekretaris Desa selaku koordinator Pelaksana Teknis 
PengeIolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat{l) mcmpunyai tugas: 
a. 	 menyusun dan,melaksanakan Kebijakan Pengelolaan 

APBDesa; 

, 



b. 	 menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa, perubahan APBDesa dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; 

c. 	 melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan 
kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa; 

d. 	 menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBDesa; dan 

e. 	 melakukan verlfikasi terhadap bukti-bukti penerimaan 
dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa. 

Paaal6 

(ll 	Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat (1) 
huruf b bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai 
dengan bidangnya. ' 

(2) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud . parla· ayat (1) 
mempunyai tugas: , 
a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnyaj 
b. melak\:ianakan kegiatan bersama Lemb'aga Pemberdayaan 

Masyarakat Desa yang telah ditetapkah di dalam 
APBDesa;' 

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan 
atas beban anggaran belanja kegiatanj 

d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan; 
, 	 e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada 

Kepala Desaj dan 
f. 	 menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran 

pelaksanaan kegiatan. 

Pasal 7 

(1) 	 Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) 
huruf c dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan Desa. 

(2) 	 Bendahara sebagaimana dirnak.sud pada ayat (I) mempunyai 
tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, 
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan 
penerirnaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan 
Desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 

BABlV 
SUlIIBER-SUMOER PENDAPATAN DAN 

" KETDTUAN PENGGUNAAN BELANJA APBDesa 

Bagian Itesatu 
Sumber-SumberPenclapatan APBDesa 

Paaal8 

Pendapatan Desa bersumber dati: 
a. 	pendapatan asli Desai , 
b. 	alokasi Anggaran Pendapaum dan Belanja Negara; 



------------

• 

c. 	bagian dan hasil pajak daerah dan retribusi da~; . 
d. 	alokasi Dana Desa yang merupakan bagtan dati dana 

perimbangan yang diterima daerall; . 
e. 	bantuan keuangan dati Anggaran Pendapatan dan BelanJa 

Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten; . . 

f. 	 hibah dan sumbanglUl. yang tidak mengikat dati pihak ketiga; 
,; 	 dan . 

\ 

g. 	 lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

. Pasa19 

(1) 	Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a terdiri atas: . 
a. 	hasil usaha; 
b. 	hasil aset Desa; 
c. 	 swadaya dan partiSipasi; 
d. 	gorong royong; dan 
e. 	lain-lain pendapatan as1i Desa. 

(2) 	 Hasil usaha sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, 

,dapat bersumber dari bagi hasil1aba Badan Usaha Mllik Desa. 
(3) 	 Hasil aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf b, 

dapat bersumber dari: 
a. tanah Desa, terdiri dari: 

1. tanah kas Desa; !2. tanah bengkok/lungguh; dan 
3. tanah pengarem-arem. 

b. pasar Desa; 
c. pasarUewan; 
d. bangunan Det¥! antara lain: 

1. kios Desa; 
2. gedung pertemuan Desa; 	 , 
3. gedung olah raga Desa; dan 
4. banguI!aD milik D~sa lainnya. 

e. 	hutaIi milik Desa; . 
f. 	 mata air.milik Desa; 
g. 	pemandian umum; 
h. obyek rekreasi Desa; 
i. 	 lapangan Desa; dan 
j. 	aset lain milik Desa. 

, 
(4) 	 Swadaya dan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

hurnf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang 
melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk uang atau 
barang yang dinilai dengan uang. 

(5) 	 Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat {II huruf d 
adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan 
peran serta masyarakat dalam bentuk jasa yang dinilai dengan 
uang. 

(6) 	 Lain-lain pendapatan asli Desa sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) hu.ruf e, terdiri dati: 
a. pungutanDesa; 
b. hasil penjualan kekayaan Desa selain tanah Desa yang 

dipisahkan; 

--~-------------



.' 

c. hasil pelepasan tanah Desa Tahun betjalanj dan 
d. bunga simpanan uang di Bank. . 

Pasa110 

(1) 	 Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Be1anja 
Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten sebagaimana d.i.mtiksud dalam Pasal 8 huruf e dapat 
bersifat umum dan khusus. 

(2) 	 Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f adalah pemberian 
berupa uang dari pihak ketiga. 

(3) 	 Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 8 huruf g antara lain: 
a. pendapatarl sebagai hasil keljasama dengan pihak ketiga; dan 
b. bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa. 

Bagian Kedua 

KeteDtuan PeDggUDaaD BelaDja ADggaraD 


PeDdapataD dan BelaDja Desa 

,

Pasa111 

(1) 	Belanja D~sa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan 
ketentuan: 
a. 	paling banyak 30"10 (tiga puluh perseratus) dari jum1ah 

Anggaran Belanja Desa digunakan untuk: 
1. 	penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan 

Perangkat Desa; 
2. 	operasional Pemel'intah Desa; 
3. 	tunjanglm dan operasional BPD; dan; 
4. 	Oprasional Rukun Tetangga; 

b. 	paling sedikit 70"/0 (tujuh puluh perseratus) dari jumlah 
Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai: 
1. 	penyelenggaraan Pemerintahan Desai 
2. 	pelaksanaan pembangunan Desa; 
3. 	pembinaan kemasyarakatan Desa; dan 
4. 	pemberdayaan masyarakat Desa. 

(2) 	 ADD di prioritaskan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (llhuruf (a). 

(3) 	 Dana Desa (DD) di pcioritaskan Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf (b) pain 2 dan 3 sesuai y':etentuan 
dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia 

(4) 	 Be1anja Desa untuk operasional Pemetintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 
merupakan i Belanja untuk menunjang, penye1enggaraan 
operasional perkantoran Pemerintah Desa. i 

(5) 	 Belanja Desa untuk operasional Pemeiintahan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat d1berikan dalam 
bentuk uang operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa. 



(6) 	 Belanja Desa untuk operasional Badan Pennusyawatan Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (~) huruf a angka 3 
merupakan belanja untuk menunJang penyelenggaraan 
operasional perkantoran dan biaya sidang BPD. 

(7) 	 Belanja Desa untuk Operasional Rukun Tetangga sebagaimana 
dimaksud pada ayat.(l) huruf a angka 4 adalah bantltlan uang 
untuk operasional lembaga Rukun Tetagga dala.."D. rangka 
membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 
perencanaan pembangunan, ketentraman ~ ketertiban serta 
pemberdayaan masyarakat Desa. 

, 
Pasal12 

(1) 	 Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam PaSaI 11 ayat (1) 
dapat ditambahkan penggunaannya antara lain untuk: 
a. 	penghasilan tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. 	tunjangan akhir ma~ jabatan Kepala Desa dan Perangkat 

Desa; 
c. 	tunjangan penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan 
d. 	penghasilan dan tunjangan Staf Pemerintah Desa. 
e. 	Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

(2) 	 Belanja Desa untuk penghasilan tambahan Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dan tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa 
dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dan huruf b masuk dalam belanja penyelenggaraa."l pemerintah 
desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 
angka 1. 

(3) 	 Belanja Desa untuk tunjangan penjabat Kepala Desa dan 
Perangkat Desa dan penghasilan dan tunjangan staf Pemerintah 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d 

'masuk dalam belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
11 ayat (1) huruf a. 

(4) 	,Be1anja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) hurut- e masuk dalam 
belanja penyelenggara Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasa111 ayat(I) hurufb angka 1. 

(5) 	 Belanja Desa untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan 
Perangkat Desa sebagaimana pada ayat (1) huruf e menggunakan 
mekanisme sebagai berikut: 
a. keikutsertaan dalam jaminan pemeliharaan kesehatan 

menggunakan ketentuan yang berlaku. 
b. pembayaran iuran jaminan peme1iharaan kesehatan 

dilakukan setelah peserta terdaftar dalam keikutsertaan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. 

c. ketentuan lain yang mengatur tentang jaminan kesehatan 
disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasa113 

(1) 	 Persentase .Belanja Desa untuk penyelenggaraan Pemerintah 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b 
angka 1 adalah selain untuk Belanja Desa sebagaimana 
dimaksud dalam Pasalll ayat (1) hUruf a. 



, 


(2) Perhitungan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal ~1 ayat 
(1) huruf a setelah dikurangi dengan pendapatan asli Desa 
berupa swadaya dan partisipasi, gotong royong, tanah 
bengkok/lungguh, tanah pengarem-arem dan hasil pelepasan 
tanahDesa. 

(3) 	Bantuan Keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja. Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten yang bersifat khusus tidak digunakan 
untuk Belanja APBDesa sebagaimana dimaksud d.alam Pasal 11 
ayat (1) huru! a. 

BABV 
STRUKTOR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAIfJA DESA 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasa114 

(1) APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari: 

a. 	Pendapatan Desa; 
b. 	Belanja Desa; dan 
c. 	Pembiayaan Desa. 

(2) Pendapatan D~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
diklasifikasikml \ menurut kelompok, jenis, rihcian.. dan obyek 
pendapatan. . . ! 

(3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
dik1asifikasikan menurut kelompok, kegiatan. jenis dan rincian 
belanja. 

(4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru! c 
dikiasifikasikan menurut kelompok danjenis. . 

PasallS 

(1) 	Setiap bagian struktur APBDesa sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal10 ayat (1) mempunyai kode rekening. 

(2) 	Kode rekening sebagajmana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
dalam lampiran yang merupaksn bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Bagian Kedua 
Pendapatan Desa 

Pasal16 

(1) 	 Pendapatan Desa terdiri dari kelompok: 
a. 	pendapatan asli Desai 
b: 	pendapatan transfer; dan 
c. 	pendapatan lain-lain. 

(2) 	 Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
terdiri dari jenis: . 
a. 	hasil usaha; 
b. 	hasil aset Desa; 
c. 	 swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan 
d. 	lain-lain pendapatan asli Desa. . 



(3) 	 Pendapatan transfer sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b 

terdiri dan jenis: 
a. 	Dana Desa; . 
b. 	bagian dari basil pajak Daerah dan retribuSl Daerah; 
c. 	Alokasi Dana Desa; 
d. 	bantuan Keuangan dati Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Provinsi; dan 
e. 	bantuan Keuangan dart Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 
(4) 	 Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) humf c 

terdiri dan jenis: \. 
a. 	hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; 

dan .... 
b. 	lain-lain pendapatan Desa yang sah. 

Baglan Ketiga 
Belilnja Desa 

Pasal17 

(1) 	 Belanja Desa terdiri dari kelompok: 
a. penyelenggaraan pemerlntahan Desa; 
b. peJaksanaan pembangunan Desaj 
c. pembinaan keniasyarakatan Desa; 
d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan 
e. 	tidak terduga. 

(2) 	 Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf Ii, humf b, 
humf c dan huruf d dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuban 
Desa yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerlntah Desa. 

(3) 	 Belanja Desa yang dianggarkan dalam APBDesa adalah pagu 
tertinggi termasuk pajak. 

(4) 	 SeOOp kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi dalam 
jenis belanja terdiri dari: I 

a. belanja pegawai; 
b. belanja barang danjasa; dan 	 , 
c. belanja modal. 

(5) 	 Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) humf e 
menjadi kelompoR belanja sendiri. '; 

. i 
(6) 	 SeOOp jenis belanja sebagairoana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari 

obyek dan rlncian belanja. 

Pasa118 

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud deIsm Pasal 17 ayat (4) humf a 
terdiri darijenis be1anja yang dianggarkan untuk pengeJuaran antara lain: 
a. 	penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
b. penghasilan staf Pemerintah Desa; 
c. penghasilan tambaban Kepala Desa dan Perangkat Desa; 
d. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan· 
e. tunjangan BPD; 

,> _______.L... 



Pasal19 	 \ 
\ 

(1) Belanja barang dan jasa ~bag~ana di~naksud dalam ~a~ 17 ayat (4) 
huruf b terdiri dart jenis belanJa yang dianggarkan unttik pengeluaran, 
antara lain: 
a. 	 alat tulia kantor; 
b. 	 benda pos; 
c. 	 bahan/materiai; 
d. 	 pemeliharaanj 
e. 	 cetak/penggandaanj 
f. 	 sewa kantor Desa; 
g. 	 sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 
h. 	 makanan dan minuman rapat; 
i. 	 pakaian dinas dan atributnya; 
j. 	 petjalanan dinas; 
k. 	 upah keIja; ,. 
1. 	 honorarium narasumber/ahlij 
m. 	operasional Pemerintah Desa; 
n. 	 operasional BPD; 
o. 	 insentifRukun Tetangga, Pelindung Masyarakat, Guru Ngaji, Kader 

Pos Pelayanan Terpadu dan Guru Paud; 
p. 	 Operasional Lembaga Kemasyarakatan;dan 
q. 	 ~ber'.an barang luang pada masyarakat/kelompok masyarakat.• 

(2) Masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimakaud pada ayat (1) 
huruf q dilakukan wituk menunjang pelaksanaan kegiatan. 

(3) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q diberikan 
dalam bentuk uang penghargaan, beasiswa, uang operasional dan 
santunan. 

(4) Pemberian uang penghargaan dan/atau uang operasional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan antara lain kepada: 
a. lembaga pendidikan tingkat Desa; 
b. lembaga kesehatan tingkat Desa; 
c. lembaga ekonomi tingkat Desa; 
d. lembaga sosial dan budaya tingkat Desa; 
e. lembaga keagamaan tingkat Desa; dan 
f. lembaga kemasyarakatan Desa. 

(5) Pemberian uang beasiswa atau santunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) dapat diberikan antara lciin kepada: 

a. siswa berprestasi; 
b. masyarakat berprestasi; 
c. masyarakat miskin; dan 
d. masyarakat atau orang terlantar. 

Pasa120 

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c, 
digunakan untuk belanja dalam rangka pembeliari atau pengadaan 
barang atau banguru;m yang nilai manfaatnya lebih ?ari 12 (dua belas) 
bulan. ;

I 
(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud prula ayat (1) t~diri dart jenis 

belanja yang dianggarkan untuk pengeluaran antara lain: 
a. belanja modal tanah; 



b. belanja modal sarana dan prasarana perkanto~; 
c. belanja modal sarana dan prasarana tranSportaSl; . 
d. belanja modal pembangunan sarana dan prasarana produk:si; . 
e. 	belanja modal pembangunan sarana dan prasarana perek~onnanj 
f. 	belanja modal pembangunan sarana dan prasarana SOSlal dan atau 

keagamaan; 
g. 	belanja modal sarana dan prasarana pendidikan; dan 
h. belanja modal sarana dan prasarana kesehatan. 

, 
Pasal21 

(1) 	Pemerintah Desa dalam keadaan darurat atau kejadian luar biasa dapat 
melakukan belanja yang belum tersedia 'Anggarannya. 

(2) 	Keadaan darurat atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak 
diharapkan berulang atau keperluan mendesak. 

(3) 	 Kegiatan yang sifatnya tidak'oiasa atau tidak diharapkan berulang atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 
kriterla sebagai berikut: 
a. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang Anggarannya belum 

tersedia dalam APBDesa tahun beIja1an; dan 
b. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan 

kerugian yang Iebih besar bagi pemerintah desa dan masyarakat. 
(4) 	Keadaan darurat kejadian Iuar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) antara lain: 
a. bencana; dan ' 
b. kerusakan sarana dan prasarana. 

(5) 	Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang atau 
keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pOOa ayat (3) dianggarkan 
dalam belanja tidak terduga. ' I 

(6) 	Keadaan darura,t bencana sebagaimana dimaksud pada ayat l4) huruf a 
ditetapkan oIehBllpati. 

Bagian Kee~pat 
\Pembiayaan De&a 

Pasal22 

(1) 	 Pembiayaan Desa terdiri dad kelompok: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan.

1 

(2) 	 Penerimaan pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
hurnf a terdiri dadjenis: 
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya; 
b. pencairan dana cadanganj dan 
c. 	hasil kekay~ Desa yang dipisahkan. 

(3) 	 Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurnf b 
terdiri dan jenis: 
a. pembentukan dana cadangan; dan 
b. penyertaan modal Desa. 

(4) 	 Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana pada ayat (3) huruf (h) terlebih 
dahulu berkoordinasi pada bidang teknis yang menangani BUMDesa. 



i 

,. 
Pasal23 

(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
22 ayat (2) huruf a, antara lain: 
a. pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja; 
b. penghematan belanja; dan 
c. sisa dana kegiatanlanjutan. 

(2) Pencairan dana cad~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(2) 	hUruf b digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan 
dati rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalarn Tahun 
Anggaran berkenaan. 

(3) Hasil kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalarn 
Pasal 22 ayat (2) huruf c antara lain digunakan untuk penyertaan modal 
BUMDesa. 

Pasal24 

(1) Pemhentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 
ayat (31 huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya 
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalarn 1 (satu) Tahun 
Anggaran., ' 

(2) Penganggarandana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tidak diperbolehkan melebihi Tahun akhir masajabatan Kepala Desa. 

(3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ,Pasal 22 ayat (3) 
huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Desa 
yang diinvestasikan pada BUMDesa. 

BABVI 
PENYUSUNAN' APBDesa 

Baglan Kesatu 

Umum 


Pasa125 

(1) 	 Pemerintah Desa menyusun APBDesa dengan berpedoman pada RPJM 
Desa dan RKPDesa. ' 

(2) 	 APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kemampuan 
Keuangan Desa. ' 

(3) 	APBDesa sebagailnana dimaksud pada ayat (1) setiap Tahun ditetapkan 
dengan Peraturan Desa. 

(4) 	 Penyusunan APBDesa sebagaiarnana dimaksud pada 1'lyat (1) 
menggunakan Sistem Aplikasi SML SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) 
yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). , 

. Bagian Kedua 
Petencanaan clan Pembahasan 

Pasal26 

(1) Sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan 
Desa tentang APBDesa herdasarkan RKPDesa Tahun berkenaan. 



(2) 	 Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada Kepala Desa. 

(3) 	 Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan di~ti bersama. 

(4) 	 Rancangan APBDesa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD 
paling lambat bulan Oktober Tahun sebelumnya. 

Bagian Ketiga 

Evaluasi dan Penetapan 


Pasal27 
,

\ 
(1) 	 Kepa1a Desa menyampaikan Rancangan Peraturan D;esa tentang 

APBDesa yang telah disepakati bersama oleh Kepala ,·~sa dan BPD 
kepada Bupati paling lamhat 3 (tiga) hari sejak disepakati bersama 
untuk dilakukan evaluasi. 

(2) 	 Bupati menetapkan basil evruuasi Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDe$fl sehagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua 
puluh) hari keIja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang 
APBDesa. 

(3) 	 Dalarn hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalarn hatas waktu 
sebagahnana dirnaksud pada ayat (3), Kepa1a Desa menetapkan 
Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. 

(4) 	 Dalam hal Bupati menyatakan basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa 
tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan 
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari keIja terhitung sejak 
diterimanya basil eva1uasi. 

(5) 	 Penetapan basil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

Pasa128 

(1) 	 Apabilli. basil evaluasi tidak ditiodaklanjuti oleh, Kepala Desa 
sebagairnana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dan Kepala Desa tetap 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi 
Peraturan Desa, Bupati berhak menolak APBDesa. 

(2) 	 Berdasarkan pemhatalan Pel"8turan Desa tentang APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), maka sekaligus menyatakan berlakunya pagu 
APBDesa tahun anggaran sebelumnya. 

(3) 	 Pembatalan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ditetapkan dengan~eputusan Bupati., 

(4) 	 Dalam hal Peraturan Desa dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), Kepala Desa banya dapat melakukan pengeluaran terhadap 
operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

(5) 	 Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari keIja setelah pembatalan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengbentikan pelaksanaan 
Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut 
Peraturan Desa. 



\ 

Pasal29 

(1) 	 Dalam hal evaluasi dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa ~tang 
APBDesa sebagajamana dimaksud dalam Pasal 27 dan 28 Bupati dapat 
mendelegasikan kewenangannya kepada Camat. 

(2) 	 Ketentuan Iebm lanjut mengenai pendelegasian sebagaimana dimaksud 
ayat (6) matur dalam Keputusan Bupati. 

Paaa130 

(1) 	 Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi 
Peraturan Desa paling lambat tangga131 Desember Tahun sebelumnya. 

(2) 	 Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
darl Peraturan Bupati ini. 

'BABVD 
PELAKSANAAN APBDESA 

Ba~Kesatu 
r 

Umum 

Pasal31 

Pelaksanaan APBDesa berdasarkan as,as transparan, akuntabel, 
partisipatif serta dilaluik:\:m dengan tertib dan disiplin anggaran. 

i 
Bagtan Redua 


. Pelaksanaan Pendapatan Desa 


Pasal32 

(1) 	 Setiap Pendapatall Desa wajib dicatat dalam APBDesa. 
(2) 	 Setiap Pendapatan Desa harns didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. 
(3) 	 Setiap Pendapatan diadministrasikan sesuai dengan kode rekening 

pendapatan. " 
(4) 	 Setiap Pendapatan dimasukkan di rekening Kas Desa atas nama 

Pemerintah Desa. 

Pasa133 

(1) 	 Kepala Desa wajib mengintensitkan pendapatan yang menjadi wewenang 
dan tanggungjawabnya. 

(2) 	 Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dati yang 
ditetapkan dalam Peraturan Desa. 

Pasal34 
, 

(1) 	Pengembalian atas kelebman pendapatan dilakukan dengan 
membebankan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk 
pengembalian pendapatan yang teIjadi da]am tahun yang sarna. 

(2) 	 Pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima pada tahun 
sebelwnnya dibebankan pada belanja tidak terduga. 



," 

(3) 	Pengembalian kelebihan pendapatan harus didukung dengan bukti yang 
lengkap dan sab. 

Bagian Ketiga 

Pelaksanaan Belanja Desa 


Pasal35 

(1) 	 Setiap belanja dilaksanakan melalui kode rekening be1anja. 
(2) 	 Setiap belanja Desa atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti 

yang lepgkap dan sab. 
(3) 	Bukti ~bagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi' oleh Sekretaris 

Qesa atas kebenaran materll yang timbul dati penggunaan bukti 
dirnaksud dan disahkan oleh Kepala Desa. 

Pasa.136 

(1) 	Belanja Desa yang mengakibatkan. beban APBDesa tidak dapat 
dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa 
ditetapkan menjadi Peraturan Desa. 

(2) 	Be1anja Desa sebagairnana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk 
untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional 
perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa. 

(3) 	 Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian 
Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh Kepala Desa. 

Pwi.a137 

(1) 	 Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan 
kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rincian Anggaran 
Biaya. 

(2) 	Pelaksana kegiatan sebagairnana djrnaksud pada ayat (1) adalah unsur 
Perangkat Desa dati Sekret.ariat Desa dan Pelaksana Teknis. I 

I 	 ' 
(3) 	 Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepal"1 Desa. 
(4) 	 Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran 

yang menyebabkan ·atas beban anggaran belanja, kegiatan dengan 
mempergunakan . buku pembantu kas kegiata~. sebagai 
pertanggungjawaban.pelaksanaan kegiatan di Desa. ! 

(5) 	 Format Rincian Anggaran Biaya sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) 
dan buku pembantu kas kegiatan sebagairnana dimaksud pada ayat (4) 
tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dati Peraturan Bupati ini., 

Pasa138 

(1) 	 Pelaksana kegiatanmengajukan surat permintaan pembayaran kepada 
Kepala Desa tahap pertama untuk satu kegiatan dengan melampirkan 
Rincian Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 
(1). 

(2) 	 Pengajuan surat permintaan pembayaran untuk tahap selanjutnya dan 
surat permintaan pembayaran untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh 
penyedia barang atau jasa dilampiri dengan: 



a. pernyataan tanggWIlgjawab be1anja; dan ' 
b. lampiran bukti transaksi. i 

(3) Surat pennintaan pembayarah tahap selanjutnya', sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan yang dilaksana:kan oleh 
penyedia barang atau jasa tidak boleh di1akukan sebelum barang atau 
jasa diterima. 

(4) 	 Format' surat pennintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan pemyataan tanggung jawab Anggaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran yang 
merupa:kan bagian tidak terpisahkan dar,i Peraturan Bupati ini. 

Pasal39 

(1) 	 Da:1am pengajuan surat pennintaan pembayaran sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Desa 
berkewajiban melakukan veriftkasi dengan: 
a. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan 

0100 peIa:ksana kegiatan; 
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBDesa yang 

, tercantum da:Iamsurat permintaan pembayaran; 
c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan 
d. menola:k pengajuan surat pennintaan pembayaran oleh pela:k.sana 

kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. 
(2) 	 BerdaS'arkan surat permintaan pembayaran yang sudah diverifikasi 

oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa 
menyetujui surat pennintaan pembayaran dan Bendahara Desa 
mela:kukan pembayaran. 

(3) 	 Pembayaran yang telah dilak.ukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dila:kukan peneatatan pengeluaran oleh Bendahara Desa. 

Pasal40 

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak 
lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang 
dipungutnya ke rekening kas Negara sesum dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan. 

Pasal41 

Pengadaan barang dan jasa di Desa berpedoman kepada Peraturan Bupati 
tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa. 

Bagian Keempat 
PeJaksanaan Pembiayaan Desa 

Pasal42 

(1) 	 Setiap pembiayaan Desa wajib dieatat da:1am APBDesa. , 
(2) 	 Setiap pembiayaan Desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan 

sah. 	 . 
(3) 	 Setiap pembiayaan rlesa diadministrasi sesuai deng~ kode rekening 

pembiayaan. . ' ! 
, 




Pasa143 

Sisa Lebih Perhitungan Anggat'an (SiLPA) seb~gaimana di~aksud pada 
Pasal 22 ayat (2) hurnf a merupakan penenmaan pembmyaan yang 
digunakan untuk: . '1 
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan Iebih keel 

dart pada realisasi belanja; 
b. mendanai pe1aksanaan kegiatan lanjutatl; dan 
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir Tahun 

anggaran belum diselesaikan. 
, 

Pasal44 
, 

(1) 	Pembentukatl dana cadangan oleh Pemerintah' Desa ditetapkan 
dengan Peraturan. Desa. , 

(2) 	 Peraturan Desa ~bagaimana djmaklSud pada ayat (1) Ji>aling sedikit 
memuat:"''' . 
a. penetapan tujuan pembentukan datla cadangan; 
b. progranl dan kegiatatl yang akan dibiayai dari dana cadangan; 
c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus 

dianggarkan; . 
d. sumber dana cadangan; dan 
e. Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan. 

(3) 	Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan 
sebagaimana dimaksud dalanl ayat (1) dibahas bersamaan dengan 
pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentatlg APBDesa. 

(4) 	Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
bersumber dari penyisihan atas pendapatan Desa, kecuali dari 
pendapatan transfer dan pendapatatl lain yang penggunaannya 
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) 	Dana cadangansebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan 
pada rekening tersendiri. 

(6) 	Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran 
pembiayaan dalam Tahun Anggaran yang berkenaan. 

Bagiall1 Kelima 

Pe:rubahan Anggaran 


Pasal45 

(1) 	Perubahan APBDesa dapat di1akukan apabila terjadi: 
a. keadaan yang menyebabkan hams dilakukan pergeseran antar 

jenis belanja; 
b. keadaan yang menyebabkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran 

(SiLPA) Tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun 
berja1an; 

c. terjadi penatnbahan dan atau pengurangan dalanl Pendapatatl 
Desa dalam tahun berja1an; 

d. terjadinya peristiwa khusus seperti bencana alanl, krisis polltik, 
krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; 



e. 	keadaan luar biasa; atau 
f. 	 perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah ,dan Pemerintah 

Daerah. 
(2) 	 Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e 

adalah keadaan yang menyebabkan estimasi pendapatan atau 
Belanja da1am APBDesa mengalami kenaikan atau penurunan lebih 
besar dari 50"10 (lima pu11.lh perseratus). 

(3) 	 Prosenuise 50"/0 (lima puluh perserarus) sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) merupakan selisih kenaikan atau penurunan antara 
Pendapatan dan!atau Belanja Desa dalain APBDesa. 

Pasa146 

(1) 	 Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 
(satu) Tahun Anggaran. 

(2) 	 Perubahan APBDesa ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

PaSal47 

(1) 	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang perubahan 
APBDesa dllakukan setelah APBDesa tahun betjalan dilaksanakan 6 
(enam) bulan.. , 

(2) 	 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk 
peristiwa khusus dan keadaan luar biasa sebagaimana· dimaksud 
dalam Pasal45 ayat (1) huruf d dan huruf e. 

(3) 	 Ketentuan mengenai penyusunan Rancangan. Peraturan Desa 
tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27> 28 dan 29 
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan 
Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa. .i 

BABIX 
PELAPORAN DAN PERTANGGUIfGJAW'ABAN APBDESA 

Bagian Kesatu 
Pelaporan APBDesa 

Pasal48 

(1) 	 Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati melalui Carnat meliputi: f 

a. 	laporan semester pertama; dan 
b. laporan semester akhir Tahun.. 

(2) 	 Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berupa laporan realisasi APBDesa. 

(3) 	 Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir Bulan Juli Tahun 
beIjalan. 

(4) 	 Laporan semester akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b disampaikan paling tambat pada akhir Bulan Januan Tahun 
berikutnya. 

(5) 	Bentuk, format, dan sbuktur laporan realisasi pelakl¥illaan APBDesa 
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati int 



Bagian Kedua 
PertanggungJawaban APBDesa 

Pasal49 

(1) 	Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akbir Tahun Anggaran. 

(2) 	 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dad: 
a. Pendapatan Desa; 
b. Belanja Desaj dan 
c. Pembiayaan DeSa. 

(3) 	 Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. " 

(4) 	 Peraturan Desa tentang' laporan pertanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud' pada ayat (3) 
melampirkan: 
a. laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APDesa Tahun 

Anggaran berkenaan; 
b.laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember Tahun berkenaan; 

dan 
c. laporan program Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupa.ten yang masuk ke Desa. 
. 	 I 

(5) 	 Bentuk dan format rancangan Peraturan Desa tentang laporan 
pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dad Peraturan Bupati ini. 

Pasal50 

(1) 	 Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan 
laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dan 
Pasal 49 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan 
dengan media infonnasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

I 

(2) 	 Media infonnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: 
a. papan pengumuman Desa; 
b. radio komunitas; dan 
c. media informasi lainnya. 

Pasal51 

(1) 	 Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui 
Carnat. 

(2) 	 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pad3. ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir 
Tahun Anggaran beIjalan. 

(3) 	 Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 



(4) 	 Bentuk dan format laporan Kepala Desa akhir Tahun pdaksanaan 
APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisallk;ari dari Peraturan 
Bupatiini. 

i 
Pasal52 

Pelaporan dan Pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) menggunakan Sistem ApJikasi SML SISKEUDES (Sistem 
Keuangan Desa) yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP).. ' BABX 

PEHATAUSAllAAIf APBDesa 

Raglan Resatu 
Pela1rsana Penatausahaan 

" 
"Pasa153 

(I) 	Penatausahaan APBDesa dilaksanakan oleh Bendahara Desa. 
(2) 	Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar dan 
mempertanggungjawabkan Pendapatan Desa dan Belanja Desa 
dalam rangka pelaksanaan APBDesa. ' 

(3) 	Bendahara DesS. dapat dibantu oleh pembantu Bendahara Desa. 
(4) 	Bendahara Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa. 

Bagian Kedua 

PengaDgkatan Bendahara Desa 


Pasal54 
I 

(1) 	Bendahara Desa diangkat oleh Kepala Desa untuk setiap 1 (satu) 
Tahun Anggaran. 

(2) 	Pengangkatan Bendahara Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala 
Desa. 

(3) 	Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan 
unsur staf Sekretariat Desa yang membidangi urusan administtasi 
keuangan. 

(4) 	Dalam hal terdapat kekosongan unsur staf Sekretariat Desa yang 
membidangi urusan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 
Bendahara Desa dapat diangkat dan unsur pelaksana teknis. 

Bagian Ketiga 

Pelabanaan Penatausahaan 


Pasa155 

(1) 	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap Pendapatan dan 
Belanja Desa serta me1akukan tutup buku setiap akhir buu:.n secara 
tertib. ' 



(2) 	 Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui 
Iaporan pertanggungjawaban. 

(3) 	 Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan seOOp bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat 
tanggallO (sepu1uhl bulan berikutnya. 

(4) 	 Penatausahaan Pendapatan dan Be1anja Desa menggunakan: 
a. buku kas umum; 
b. buku kas pembantu pajak; dan 
c. buku Bank Desa. 

(5) 	Format, bentuk dan struktur penatausahaan pendapatan dan 
belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dati Peraturan 
Bupati mi. I 

Pasal56 
. , 	 , 

(1) 	 Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh Kepala 
Desa dan Bendahil1l'a Desa. 

(2) 	 SeOOp belanja Desa dikeluarkan setelah mendapat per..i;etujuan dati 
Kepala Desa dandibukukan beserta bukti pengeluan:lp. yang sah dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

(3) 	 Setiap pengeluaran pembiayaan dilakukan· setelah mendapat 
persetujuan dati Kepala Desa dan dibukukan beserta bukti 
pengeluaran yang sah untuk dipertanggungjawabkan. 

Pasal57 

Bendahara Desa dapat menyimpan uang dalam bentuk tunai dalam 
Kas Desa paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 
dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah Desa. 

BABXll 
PEMBIIfAUI DAIf PENGAWASAN APB DESA 

Pasal58 

(1) 	 Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, 
pemeriksaan, keuangan, Pemerintaban Desa dan Aparatur Pengawas 
internal Pemerlntah serta Camat berkewajiban membina dan 
mengawasi pe1aksanaan APBDesa sesuai dengan tugas pokok dan 
fun,gsinya. 

\ 

(2) 	 Pembinaan sebagairnana dimaksud pacta ayat (1) diberikan dalam 
bentuk pemHerian bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan 
APBDesa yang mencakup penyusunan, . pelaksanaan, 
penatausahaan, pe1aporan dan pertanggungjawaban APBDesa. 

(3) 	 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam 
bentuk evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, 
pengkajian, penelitian, pemeriksaan dan evaluasi penyelenggaraan 
APBDesa yang mencakup penyusunan, pelaksanaan, 
panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawahan APBDesa. 



Pasa159 

(1) 	 Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Bendahara 
Desa. 

(2) 	Pengawasan Kepa1a Desa kepada Bendahara De~ sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dalam hal penatausahaan APBDesa melalui 
pemerikssan administrasi keuangan Desa setiap akhir bulan. 

BABXBI 

KETENTUAN PENUTUP 


Pasal60 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Lampung Utara. . 


Ditetapkan di Kotabumi 
pada tanggal cl..!l.. J",<\\I"'({ 2018 

BUPATI LAMPUNG UTARA, 

Diundangkan di Kotabumi 
pada tanggal :J..1.. Jo.~uc.~ 2018 

, 	 \ 
SEKRET ORAII 

G UTARA, KABUPA: 

'SAMSIR , 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2018 NOMOR •••~ 



LAMPIRAN ,. PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA 
NOMOR G:> TAHUN 2018 
TANGGAL :l.:;l. :)O\OQ"Hi 2018 
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 

FORMAT RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA 

ANGGARAN BIAYA, BUKU PEMBANTU KAS KEGIATAN DAN SURAT 


PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB 

BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REAUSASI PELAKSANAAN 

APBDESA SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 


REAUSASI APBDESA 


A. 	RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa 

LAMBANG PEMDES 	 PEMERlNTAH DESA •••••••••••••••••••••• 

"KECAMATAN ........................ . 


KABUPATEN .................... 


RANCANGAN PERATURAN DESA ..................... . 


. NOMOR ............ TAHUN........ .. 


TENT'ANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

TAHUN ANGGARAN ................. . 


DENGAN RAHMATTUHAN YANG MARA ESA 

. KEPALA DESA ...................... . 


Menimbang : a. 	 Babwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah KahupaJ:ell 
Nomor ... Tabun ...... tentang ..................., Kepala Desa menetepkan r",,<:angan 
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasa (APBDesa); 

b. 	 Bahwa Ranoongan Pemturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan 
disepab:ti hersama Badan Permnsyawaratan Deaa; '" 

c. 	 Bahwa berdasarkan·pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan 
huruf b perlu menetapkan Rancangan Pemturan Desa ................. tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menjadi Peraturan Desa 
.............. teutang Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa 
Tabun Anggaran ........ 

I 

Mengingat : 1. 	 Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Desa (Lembaran Ncgara tahun 
RepubJik Indonesia Tabun 2014 Namor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia Nomor 5495); , 

2. 	 Peraturan Pemerintah Namor 43 Tabun 2014 tentang P=rturan Pelaksanaan 
Undang,Undang Namor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepubJik 
Indonesia 'rabun 2014 NOlUOr 213; Tambahan Lemb .. ,raD. Negera Republik 
Indonesia Nombr 5539); . : 

, I 
3. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tabun 2014 tentang Palla Desa Yang 

Bersumber Dati Anggaran Pendapatan dan Bela:qja Negera' (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5558). 

4. 	 Pemturan Meum Dalam Negeri Nomor .............. Tabun ........ _g 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

5, 	 Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tabun ........ tentang 

............. (Lembaran Daerab Kabupaten .................. Tabun ............ Nomor ..... ); 


6. 	 Dst... 



Dengan K"""pakatan Bersama 

BADAN PERMUsYAW ARATAN DESA ••••••••••••••••••• 

MEMUTUSKAN : 

, 
Menetapkan 	 RANCANGAN PERATURAN DESA ••••••..•••••.•• TENTANG ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ................... . 

Pasal! 

Anggaran Per>dapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebag<'l be'rikut: 

1. 	 Pendapatan Desa Rp•••••••••••••••••••••••. 
2. 	 Bcianja Dess 

iL Bidan.g Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp............................ . 

b. Bidang Pembangunan 	 Rp ............................ . 

•

Co Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp............................ . 


d. Bidsng Pemberdayaan Masyarakat Rp............................ . 


e. Bidang Tal< Terduga 	 Rp............................ . 


JumIah Belanja 	 J3P.............................. 

Surplus/Defisit 	 Rp....................... .. 


3. 	 Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan 	 Rp............................ 


b. Penge1uaran Pembia;yaan 	 RD' .......................... . 


Selisih Pembiayaan ( ... - b ) 	 Rp ............................. . 


Pasal2 

Uraian lebib lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagairoana dimaksud Pasal 1, 
tercantum dalam lampiran Perat:ura:l!. Desa ini hempa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Dess. 

Pasal3 

Lampiran-lampiran sebagaimllT!a dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidal< terpisabkan 
dad Peraturan Desa ini. 

Pasal4 

Kepala Desa menetepkan Peratwan Kepala Desa dan/stall Keputusan Kepala Desa guns pe1aksanaan 
Peraturan Desaini. 

Pasal5 

Peratwan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Dess ini dalam 
Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Dess. 

Ditetapkan di ................... . 

..' Pada taoggal ..................... 


KEPALA DESA ................... 


, 




FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN 

BUKU !{AS PEMBANTU KEGIATAN 
DESA.................... KECAMATAN ..................... .. 
TAHUN ANGGARA7~.......................................... . 

1. Bidang '. 
2. TY..' 

TanggalNo. 

.­

Jumlah 
Urman 

halaman sebelumnya 

Jumlah 

; Total Penerimaan Total Pengeluaran 

Total Pengeluaran + Saldo Kas 
: 

Desa.. ....... ........ ~.... . 
./ 

....... ,Tanggal..... . 

Pelaksana Kegiatan 

Cara. pengisian:. 

1. Bidang dUsi berdasarkan Tdaslfikasl kelompok. 
2. Kegiatan diisl sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 
3. Kolom 1 dnsi dengan nomor urut. 
4. Kolom2 diisl dengan tanggal transaksl. 
5. Kolom :3 diisl dengan uraian transaksl. 
6. Kolom 4 diisl denganjumlah rupiah yang diterirna bendahara. 
7. Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah yang diterlma dari masyarakat. 
8. Kolom 6 diisl dengan nomor bukti transaksl. 
9. Kolom 7 diisl denganjenis pengeluaran belanja barang danjasa. 
10. Kolom 8 diisl denganjenis pengeluaran belanja modal. 
11. Khlom 9 diisi denganjumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 
12. Kolom 10 dUsi denganjumlah sa1do leas dalam rupinh. 



Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 

SURAT PERMINTMN PEMBAYARAN (SPP I 
DESA ........................ KECAMATAN ................................ .. 


TAHUN ANGGARAN ............... . 


1. 	Bidang :,........•.......••............ 

2. 	Kegiatan: ............................. . 

3. Waktu Pe1aksauaan 

Rincian Pendauaau 

NO. URAIAN PAGU 
ANGGARAN 

PENCAlRAN 
S.D. YG 

LALU 

PERMINTAAN 
SEKARANG 

JUMLAH 
SAMPAI 
8AATINI 

81SA 
DANA 

, 

(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) 

I 

. 
I 

JUMLAH 

•..•.•.••.••..••.• tanggal ...................... 


Telah di1akukan verifikasi Pe1aksana Kcgiatan 
Sekretaris Desa 

1 

Setujui untuk dibayarkan Te1ah dibayar lunas 


Kcpala Desa Bendabara 


•• u, .... ~ ......,. •••••• ,. ............ ~ .............. . 


Petunjuk pengisian: 

1. 	 Bidang dUst dengan kode rekening berdaSarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. 	 Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam 

APBDesa. 
3. 	 Kolom 1 dengan nomor urut 
4. 	 Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 
5. 	 Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai del'lgan rencana kegiatan. 
6. 	 Kolom 4 diisi dengan rincianjumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 
7. 	 Kolom 5 dUst dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 
8. 	 Kolom 6 diisi denganjumlah permintaan dana sampai saat ini. 
9. 	 Kolom 7 disi dengan sisa anggaran. 



, ' 

Format Pemyataan Tanggungjawab Belanja 

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA 


DltSA ........................ KECAMATAN ................................. . 


TAHUN ANaGARAN ..•.•••••••..••• 


1. Bidang . . ........ , ...........•........ 

2. Kegiatan: ............................ .. 


NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH 

(Rp.) 

I 1 2 3 4 : 

! 

JUMLAH (Rp.) I 

I 

I 
i 

i 
i 

I 

I 

i 
i 

, 
Bukti-bukti pengelua:ran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk 
kelengkapan admjnisuasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. 

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan sebenamya. 

.",o............ ".. ~ •••taDua] •••••• ,. ..~ ••••••• ~ .......... .. 


Pelaksana Kegiatan 

......~.~...." ............. ,. ..............."....................... 


Cam pengisian: 

1. Bidang diisi dengan 1rode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 
2. Kegiatan diisi dengan 1rode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa 
3. KDlom 1 diisi dengan oomorurut 
4. Kolom 2 diisi denganpenerima pembayaran yang ada di bukti belanja 
5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 
6. kalom 4 diisi dengan.Jum!ah belanja 
7. bansjumlah diisijumlah keseluruhnn 

, 
! 



2 

Format Penatausahaan 
1. 	Buku!(as Umum 


BUKU KAS UMUM 

DESA .~ .....~ ................• KEC-AMATAN ~ ... ,u",.,.""., •••".""u"., 


T,AliUN ANGGARAN ~.OO".''''''''''''''''. ~ ....... 


Tgl. KODE REKENlNG, 

3 

URAIAN PENERlMAAN 
(Rp.) 

PENGELUARAN NO BUKTI 

4 

................ } tanggal ......... ~ ............ . 

BENDAHARA DESA, 

.................... t ......... ett 

(Rp.) 

6 7 

.­MENGETAHUI 

KEPALA DESA, , ­

•••••••• « ............. tUtu ............. . 


Cara penqisian : 
Kolom ldiisi dengan nomar urutpenerima kas atau pengeluaran kas 
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kasptau penge/t!aran kas 
Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau penge/uaran kas 
Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau penge/uaran kas 
Kolom 5 diisi denganjumlah rupiah penerimaan kas 
Kolom 6 diisi denganjumlah rupiahpenge/uaran kas 
Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi 
Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatifpenge/uaran kas 
Kolom 9 diisi dengan saldo kas. 
Catatan: 
sebelum illtandatangani. Kepala Desa wajib ill periksa dan ill paraf oleh Sekretaris Desa. 



2. Buku Kas Pembantu Pajak 

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK 
DESA .. :-..................... KECAMATAN .................................. 

, TAHUN ANGGARAN ...... .. . .~ ~-

MENGETAHUl 
,­KEPALA DESA, 

.,v .••.•••.• u·· .. t .. ·, 

. 
No. 

, 
TANGGAL URAIAN PEMOTONGAN 

, 

! 

1 

, 
-

i 

2 
(Rp.1 

3 4 

i 

JUMLAH 
i 

PENYETORAN I SALDO 
(Rp.1 IRp.1 

5 

•• H ............. , ta.ngga.l .... .•... ~ ....... ",,~ •. 

BENDAHARA DESA, 

.t·~ .. ·.. ········t··············· 

i 

I 
I 

• 
Cam Penqisian : 

Kolam 1diisi dengan nomorwutpenerlrnaan ataupenge/uaran kas penge/uaran 

Kolom 2 diisi dengan tangga/ penerlmaan atau penge/uaran kas penge/uaran 

Kolom 3 misi dengan uraianpenerlmaan kas atau penge/uaran kas 

Kolom 4 diisi denganjumJah ropiah penerlmaan kas. 

Kalom 5 diisi denganjumlah ropiah penge/uaran kas. 

Kalom 6 misi dengan sa/do buku kas bendahara. 




( 

3. Buku Bank Desa 

BUKU BANK DESA 
DESA .•••...•.....••.••...•.• KECAMATAN ................................ .. 

TAHUN ANGGARAN ••..•.•.. 
BUUN 

", 	 BANKCABANG 
REK. NO . . 

• ~••.ASTTT(Alii 

No. TANGGAL URAIAN 
TRANSAKSI TRANSAKSI 

1~~JJ1:.: .;,;':2~ . '. ';"",;!<"!?'

,;,' ",',:1 ,;{':;>,' 'i'I'V, 

I 

lVl.I\L TRAl\TQAKIZlT RTTLJ\N IN! 

lUl.I\L '" \KSI ..ATIF 

BUKTI 
TRANSAKSI 

~,;y 
tel 

SETORAN 
(Rp.) 

~ 

BUNGABANK 
(Rp.) 

I,; ,,:,\tj,i'i",,::~,,; 

i 
, 

.T fI.N 

SALDOBIAYA
PENARIKAN PAJAK ADMIN1STRASI

(Rp.) (Rp.) (Ii p.) 

F>";>~:; I~{~ilr~~?j!~ i~;:,':;:>i• ."..,;./.: ;c·\~t.Q~f::,~;;? 

i 

••••• ~.~ ••••••••• u, •• 
···~·····~···1 

MENGETAHUI BENDAHARA DESA, 
KEPAI..A DESA, 

•• to ............... , .,~ ••••••••
•• H .............................. : •• ~ ••• 


Cam Penqisian : 	 . ' 
Kolom ldiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. 
Kolom 2 dlisi dengan tangga/ transaksl Bank. ' 
Kolom 3 diisi dengan urman transaksipemasukan dan pengeluaran. 
Kolom 4 dlisi dengan bukti transaksi. 
Kolom 5 dUsi dengan pemasukanjumlah setoran. 
Kolom 6 diisi dengan pemosukanjum/ah bunga bank.. 
Kolom 7 diisi dengan pengeluaranjumlah penarikan. 
Kolom 8 diisi dengan pengeluaranjum/ah pajak. 
Kolom 9 diisidengan pengeluaran biaya administrasi, 
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank. 



Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 

1. Laporan Realisasi pe1aksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Pertama) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

SEMESTER PERTAMA· 
PEMERINTAH DESA..•..••••••... 
TAHUN ANGGARAN............. . 


KODE URMAN JUMLAH JUMLAH LEmHI KET. 
REKENI REALISASI 

, 
NG 

ANGGARAN KURANG 

(Rp.) (Rp.) : (Rp.). , 

1 2 3 4 

1 PENDAPATAN \ 
, 

1 1 PendapatanAsli Desa 
,.I. 

1 1 1 Hasil Usaha 

1 1 2 Swadaya, Partisipasi dan 
Gfltong Royong 

1 1 3 Lain-lain Pendapatan AsU 
Desa yang sah 

1 2 , Pendapatan Tra:nsfer 

1 2 1 DanaDesa 

1 2 2 Bagian dati basil pajak & 
retribusi daerah 
kabupatenl kota 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 
i 

1 2 4 Bantuan Keuangan : 

1 2 4 1 ,Bantuan Provinsi 

1 2 4 2 ijantuan Kabupaten/ 
Kota 

\ 

1 3 Pendapatan Lain lain 

1 3: 1 Hibah dan Sumbangat: 
dati pibak ke-3 yang tida1 
mengikat 

1 3 2 Lain-lain PendapataI: 
Desa yang sah 

: 

, 



! 
I 

JUMLAH PENDAPATAN ! 

2 BELANJA i 

2 1 Bidang Penyelenggaraan•Pemerintahan Desa , 

2 1 1 PenghasiJan Tetap daIJ 
Tunjangan 

2 1 1 1 Belanja Pegawai: 
I 

- Penghasilan Tetap 
Kepala Desa dan ! 

Perangkat , ~~ 

- Tunjangan Kepala Desa 
dan Perangkat " 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Operasional Perkantoran , 

2 1 2 2 Belanja BaIJangdan Jasa I 

- Alat Tulis Kantor 

-BenciaPOS 
! 

-Pakaian Dinas dian I 

Atribut ! 

- Pakaian Dinas I 

-Alat dan Bahan 
IKebersihan , 

- PeJjalanan Dinas 
i 

- Pemeliharaan '\ , , 
, 

- Air,Ustrik,dan Telepon . 
- Honor 

- dst....................... 

• 
2 1 2 3 Belanja Modal 

I 

- Komputer 

- Meja dan Kursi 

- Mesin TIK 
I - dst.......................... i 

i 
i 

I 
2 1 3 Operasional BPD I 

2 1 32 Belanja BaIJang dan Jasa 

-ATK 

- Penggandaan 
\ 



- Konsumsi Rapat , i 

! - <I~ .9 ••••••••••••••• ·······~ 

, , 

2 1 4 Operasional RTf RW 

2 1 4 2 Belanja Barang dan Jasa 

-AT!{ 

- Penggadaan 
, 

- Komsumsi Rapat 

- dst 
.......... ~ .•••..........•••••. 

i 

2 2 Bidang Pe1aksapaan 
ii 
:! 

PelIlbangunan Desa 
-

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigasi 
! 

2 2 1 2 Belanja Barang dan jasa , 
- Upah KeIja 

- Honor ! 

I - dst......................... 
i. 

2'2 1 3 Belanja Modal 

- Semen· 

- Material ! 

- dst............ 

2 2 2 Pengaspalan jalan desa 

2 2 2 2 Belanja Barang dan Jasa : 
, 

-Upah Ketja 

-Honor 
i 

- dst.............................. 
............. " ... 

2 2 2 3 Belanja Modal: I i 
, -Aspal I 

-Pasir 
ii 

- dst ............... 0, , I 
I , 

. 
2 2 3 Kegiatan..................... 

2 3 Bidang Pembinaan !•Kemasyarakatan 
I 



---~--~,---- ­

2 3 1 IKegiatan Pembinaan 
I I I 

! 

• Ketentraman dan 
i Ketertiban 

! ! ! 

2 3 1 2 Be1anja Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih 
, 

-Korisumsi , i 

, 
- Bahan Pelatihan 

- dst. .. ,. ...........1.... , 

!.1. 
2 32 ~11lI1.••. ~ ..•.••••.•.•........ 

~ 

i 

2 4 B\dang Pemberdayaan 
Masyarakat 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala ! 

Desa dan Perangkat ! • 

2 4 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor pe1atih ' 

-Konsumsi ' 

- Bahan pe1atihan 

-dst............... ~ ..•.. 

2 42 Kegiatan ......•.............. 
, 

2 5 Bidang Tak Terduga \ 
i 

2 5 1 Kegiatan Kc;jadjan Luar 
Biasa 

2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

-Honor tim 

-Konsumsi 
, , 

- Obat-obatan 
- dst.................."...... ~ .... ~ ..... i 

2 52 Kegiatan ..................... 
i 

JUMLAH BELANJA 

• , 

SURPLUS / DEFISlT , 

! •, 
3 PEMBIAYAAN I 

, 


i 




3 1 

3 1 1 

3 1 2 

3 1 3 

I 
3 2 

3 2 1 

3 22 

Penerimaan Pembiayaan 

S:u.pA 

Pencairan Dana Cadanga:n 

Hasil Kekayaan Desa 
Yang di pisahhn 

JUMLAH (RP) 

Pengeluaran Pembiayaan 

Pembentukan Dana 
Cadangan 

Penyertaan Modal Desa 

JUMLAH (RP) 

, 

I 

i 

, 

DISETUJl.iI OLEH 

KEPALA'DESA 
. : ...."............... ~'............ .. 


TID 

http:DISETUJl.iI


2. 	Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
(Semester Akhir Tahun) 

LAPORAN REALISASI PELAKSANMN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DESA 


SEMESTER AKHIR TAHUN 

PEMERINTAH DESA.•••••••••••.. 

TAHUN ANGGARAN •••••.••••.•• 


p 

I JUMLAH 
\ 

KODE URAIAN 
JUMLAH LEBIHI KET. 

REKENI 
ANGGAR REALISA KURANG 

NG 
AN SI . (Rp.) 

(Rp.) (Rp.) 
1 2 3 4 

PINDAHAN SALDO 
(SEMESTER PERTAMA) 

1 PENDAPATAN 

1 1 Pendapatan Asli Desa I 

1 1 1 Hasil Usaha 

1 1 2 Swadaya, Partisipasi , 

dan Gotong Royong 

1 1 3 Lain-Jain Pendapatan 
AsH Desa yailg sah 

1 2 Pendapatan Transfer 

1 2 1 DanaDesa 

1 22 Bagian dari hasil pajak , 
&retribusi daerah 
kabupaten/ kota 

'\ , 
1 2 3 Alokasi Dana Desa I 1.. 

. 1 24 Bantuan Ke:uangan 
I 

1 24 .1 Bantuan Provinsi 

:1 24 2 Bantuan Kabupaten / 
Kota 

1 3 Pendapatan Lain lain 

1 3 1 Hibah dan Sumbangan 
dari pihak ke-3 yang 
tidak mengikat 

i 
! 

1 3 2. Lain-Jain Pendapatan I ! 

Desa yang sah 
I 

, 

I 

I 

I 
i 

I 

I 
I 

i 



JUMLAH PENDiM'ATAN , 
i . 

2 BELANJA 

2 1 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa , 

2 1 1 Penghasilan Tetap dan 
Tunjangan 

2 ~ 1 1 1 Belanja Pegawai: 
i 

- Penghasilan Tetap ~ 

Kepala Desa dan 
, Perangkat 

,I - Tunjangan Kepala , 
" 

Desa dan Perangkat 1 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Opera.sional Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa , 

- Alat Tulis Kantor ~ 

-"BendaPOS \ I 
.; Pakaian Dinas dfan 

Atribut ~ 

- Pakaian Dinas 

- Alat dan Bahan , 

Kebersihan 1 

- Petjalanan Dinas I 
- Pemeliharaan i 

- Air, Listrik,dasn 
Teleoon 

- Honor 

- dst. ...................... 

2 1 2 3 Belanja Modal , 
- Komputer , 

i 

- Meja dan Kursi 

- MesinTIK --:: , 
- dst. ......................... 

, 

2 1 3 Operasional BPP 
, 

\ 
, 

2 1 32 Belanja Barang dan Jasa !. 
-ATK ~ 

- Penggandaan I 

! 

, 




- .Konsumsi Rapat 

- <il>t ......•........ ; .....•... 

2 1 4 Operasional R:fI RW ! 

2 1 4 2 Belanja Barang Clan Jal>a I 

-ATK 

- Penggadaan , 
I 

- Konsumsi Rapat 

- <lst , 
•• * •••••• - •••••••••••••• ~~ •••• -

\ 
, 

2 2 BiClang Pelaksanaan , 
Pembangunan Desa 

. 
! 

2 2 1 Perbaikan Saluran Irigas! 

2 2 1 2 Belanja Barang Clanjasa 

- Upah Ketja 

- Honor 

- <ist .......•....•....... 

2 2 1 3 Belanja Mo<lal 

- Semen 

- Material 

- <ist ............ 
: 
I 
, : 

2 2 2 Pengaspalan jalan Desa 
! , 

2 22 2 Belanja Barang Clan Jasa 

-Upah Kerja 

.J:Honor , 
- <ist. .•...•.•............... 

2 2 23 Belanja Mo<lal: 

-Aspal 

-Pasir 
. 

- <ist .........•..... 

2 2 3 ~tan.........•........ 

2 3 Bi<lang Pembinaan 
Kemasyarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan 
Ketent:ra.man: <ian 



Ketertiban , 

2 3 1 2 Belanja Barang dan 
IJasa: 

- Honor Pelatih 

-Konsumsi 

- Bahan Pelatihan 

-clst.....•............... 

2 3 2 Ke~tan...................... 

2 4 Biclang Pemberclayaan 
Masyarakat 

, 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan 
Kepala Desa dan 
Perangkat , 

2 4 1 2 Be1anja Barang dan , 
Jasa: , 

- Honor pelatih , 

-Konsnmsi I 
- Bahan pelat:iMn , 

- dst. .................... 
. 

2 42 Kegiatan.................... 
, 

2 .5 Bidang Thk Terduga 

2 5 1 Kegiatan Kejaclian Luar 
Biasa 

2 5 1 2 Belanja Barang dan 
i 

Jasa: 

-Honor tim 

-Konsumsi , 
i , 

- Obat-obatan
i 

-dst..............; ......... 

2 5 2 Ke~tan..................... 

p 
i , 

JUMLAH BELANJA 
i-

i 

I 
SURPWS / DEFISrr ! 

i 



3 

3 1 

3 1 1 

3 1 2 

3 1 3 

3 2 

3 2 1 

3 2 2 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan Pembiayaan 

SILPA 

Pencairan Dana 
Cadangan 

Hasil Kekayaan Desa 
Yang di pisahkan 

JUMLAH (RP) 

)~ 

p'engeluaran 
Pembiayaan 

Pembentukan Dana 
Cadangan 

Penyertaan Modal Desa 

JUMLAH ( RP ,) 

, 

I 

DISETUJUI OLEH 

KEPALADESA 
.~ ...•.••.•••••........•-.. 


TID 

i 

, . 



, 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA 

PEMERINTAH DESA ..••••••.••••••.•.
\ 

•... 

LAMBANG 
PEMDES 

KECAMATAN •••••.••••••••.•••••••••• 

KABUPATEN .................... 

RANCANGAN Ph'RATURAN DESA ••••••••••••••••••••• 

NOMOR ............ TAHUN ......... . 


TENTANG 


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REAIJSASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 


TAHUN ANGGARAN ................ .. 


DEHGAN RAHMAT TUHAN YANG MABA ESA 


KEPALA DESA ..................... .. 


Menimbang 	 Bahwa sesu.ai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten 
Nomor ... Tahun ...... tentang .................... KepaIa Desa ~ib menyusun 
Peraturan Desa tentang Laporan _ Rea1isasi PeJaksanaan 
Anggaran Anggaran Pendapatan dan Bela.qja Desa ........................... Tahun 
Anggaran; 

Mengingat , 1. Undang.Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentahg Desa (Lembanm Negara tahun 
RepubJik IndonesiaTahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubJik 

.' Indonesia Nomor 5495); 
2. 	 Pe~ Pemerintah NomoI' 43 Tahun 2014 tentang FUaturan p"laksanaan 

Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembanm Negara RepubJik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539); , 

3. 	 p.".aJuran Pemerintah Homor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang 
Bersumber Dad Anggaran Pendapatan dan Be1anja Negara (Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
RepubJik Indonesia Nomor 5558); 

4. 	 Peraturan Menteri DaIam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa; 

5. 	 Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang 

....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Homor 

..... ); 

6. 	 Dst. ... 

Dengan Kesepakalan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .................. . 


MEMUTUSKAN 

Menetapkan 	 RANCANGAN PERATURAN DESA •••••••••••••••• TENTANG LAPORAN 
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN 
ANGGARAN ............ MEN'JADI PERATURAN DESA .......................... . 
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REAIJSASI 
PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAlI' BELANJA 
DESA ........................... TAHUN ANGGARAN ....... . 

,I 



Pasall 

Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa Tahun Anggaran •••••• dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa 

2. Belanja Desa 

a. Bidang Penye\enggaraan Pemerlntah Desa Rp.......................... .. 

Rp•••...•••••••••••••••....••• 

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp........................... . 

d. Bidang Pemberda;yaan Masyarakat Rp........................... . 

e. Bidang Tak Terduga Rp............................ 

JumJah Belanja Rp............................ 


Surplus/Defisit Rp. ....................... . 

>:::t~"';;;:;::== __ == 

3. Pembia,yaan Desa 

a. Penerimaan Pembia,yaan 

Rp..................... .. 


b. Pengeluaran Pemhiayaan Rp.......................... 


Selisih Pemhiayaan ( a - b ) Rp.......................... . 


Pasal2 

Uraian lebih lanjut mengenai ha.sil pelaksanaom Anggaran Pendapatao dan Belanja Desa. sebagairna03 

djrnaksud Pasal1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dad: 

1. Lampiran I : Laporan Pertanggimgjawahan Realisasi PeJaksamum APBDesaTahun Anggaran ........ ,; 


2. Lampiran II :Laporan Program Sektoral dan Program Dae:rah yang masuk ke Desa. 

Pasal3 

Lampiran·lampiran sebagaimaoa djmaksud dalam pasal. 2 merupaltao bagian yang tidak teIpjsabkan 

dati Peraturan Desa. ini. 

Pasal4 

Peraturan Desa ini mu1ai berlalru pada taoggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat meogetabui, memerintabkan peogw1daogan Peraturan Desa. ini dalam, 
Lembaran Desa. dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.. 

Ditetapkan di ............... . 


Pada. tangg.al ~•.••u .......... 


KEPALA DESA .................. . 


http:tangg.al


Lampiran I Peratunm Desa 

Nomor : .•••..... 
\" 

Tentang : Laporan PertanggUngjawaban 

Realisasi Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran .•..•. 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALlSASI PELAKSANAAN 

APBDesa 


PEMERINTAH DESA ..••.....••.....•..•• 

TAHUN ANGG~.••••••.•.......•••••. 


ANGGAR REAUS~ LEBIHIKODE URAIAN KURANG KET. 
, 

AN SI •REKENIN (Rp.) (Rp.) (Rp.)
G 

1 '2 3 4 5 6 

1 PENDAPATAN 

1 1 Pendapatan Asli Desa 
I 

1 1 1 Hasil Usaha I 
• 

1 1 2 Swadaya; Partisipasi dan 
, 

Gotong Royong 
, 

1 1 3 Lain-lain Pendf-patan Asli , 
Desa yang sah , i 

1 2 Pendapatan Transfer 

1 2 1 DanaDesa 

1 2 2 Bagian dati basil pajak 
!

&retribusi daerah 
kabupatenl kota 

1 2 3 Alokasi Dana Desa 

1 2 4 Bantuan Keuangan 

1 2 4 1 Bantuan Provinsi 

1 2 42 Bantuan Kabupaten I Kota 

1 3 Pendapatan Lain lain 

1 3 1 Hibab dan Sumbangan dati 
pihak ke-3 yang tidak 

! 

mengikat , 

1 3 2 'Lain-lain Pendapatan Desa \ 

yangsab 

" --""-------- ­



JUMLAH PENDAPATAN 

2 BELANJA 

2 1 Bidang Penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa ii, 

2 1 1 Penghasilan Temp dan 
Tunjangan 

2 1 1 1 Belanja Pegawai: 

- Penghasilan Temp 
. Kepaia Desa dan 
Perangkat 

.~ . ! 
"- Tunjangan Kepala Desa , 

i

dan Perangkat 

- Tunjangan BPD 
2 1 2 Operasional Perkantoran 

2 1 2 2 Belanja Barang dan Jasa 

- Alat Tulis Kantor 
i 

.-BendaPOS : 

-Pakaian Dmas dfan 
Atribut 

- Pakaian Dinas 

- Alat dan Bahan 
Kebersihan 

: 

- PeljaIanan Dinas 

- Pemelibaraan 

- Air, Listrik,dasn Te1epon 

- Honor 

- d~ .•..........•......... 
, 

, 

2 1 2 3 Belanja Modal 

- Komputer \ 
, 

- Meja dan Kursi 
;, . 

- Mesin TIK 

- <lflt.•.........••............. 

• 
2 1 3 Operasional BPD 

2 1 3 2 Belanja Barang dan Jasa 

-ATK 

- Penggandaan 



- Konsumsi Rapat 

- <l~t ......................... I 

2 1 4 Operasional lITI RW i 
2 1 4 2 Belanja Baran~ dan Ja~ , 

-ATK i . 
- Penggadaan 

- Kom8umsi Rapat 

-, d~t ......................... 

2 2 Bidang Pelaksanaan " : 

Pembangunan De~ 

2 2 1 Perbaikan Saluran lrigasi 

2 2 1 2 Belanja Barang danj~ 
, 

- Upah KeIja : 

- Honor 

- deL..................".............. 

2 2 1 3 Belanja Modal 
I 

- Semen 
! 

- Material 

- d8t............ , 

2 2 2 Pengaspalan jalan de~ 

2 2 22 Belanja &rang dan Ja~ : 

-UpahKeIja 

-Honor 

- dst.. ............................ _.... ~" ..... ~. , 

2 2 2 3 Belanja Modal: 
I 

-Aspal 

-Pasir 

! 
- ci~t .................. , 

12 2 3 ~1Jaurl..... ~._ ............ " ..... 

! 
2 3 Bidang Pembinaan I 

Kema.syarakatan 

2 3 1 Kegiatan Pembinaan , 

Ketentraman dan 
-



Ketertiban 

2 3 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

- Honor Pelatih 

-Konsumsi 

- Bahan Pelatihan 
" 

-dst...."............... ~....... ~ : : 
: 

2 3 2 ~~...... ~ ......................... 

: 

2 4 Bidang Pemberdayaan ! 

Masyarakat 
, 

2 4 1 Kegiatan Pelatihan Kepala 
Desa dan Perangkat , 

2 4 1 2 Belanja Baran!? dan Jasa: , 
- Honor pelatih : . 
-Konsumsi 

- Bahan pelatihan 

- dst............................., 
: 

! 

2 4 2 ~tan............................ : 

2 5 Bidang Talc Ten:fuga 

2 5 1 Kegiatan Kejadian LUaJ 

Biasa 

2 5 1 2 Belanja Barang dan Jasa: 

-Honor tim i 

-Konsumsi 

- Obat-obatan 
- dst. ....................... : 

I 

.' 

2 5 2 K~atan........................... 
\ 

i 

JUMLAH BELANJA 

SURPLUS / DEFISfT 

! 

3 PEMBIAYAAN 

3 1 Penerimaan Pembiayaan 



SILPA3 1 1 

3 1 2 

3 1 3 

Pencairan Dana Cadangan , 
HasilKekayaan Desa Yang 
dipisabkan 

,JUMLAH (RP) 

Pengeluaran Pemhiayaan 
'< 

3 :2 

3 2 1 Pembentukan Dana 
Cadangan 

Penyertaan Modal Desa3 2 2 
, 

JUMLAH(RP) 

- Pembiayaan Netto 
(PENERIMAAN 
PEMBIAYAAN ­
PENGELUARAN 
PEMBIAYAAN I 

- SILPA tahun betjalan 
(SELISIH ANTARA 
PEMBIAYAAN NE'ITO 
DENGAN HASIL 

ISURPLUSIDEFISITI 

! 

I 

! 

i 

TANGGAL ............................. . 


TID ' 

(KEPALA DESA .....•.•.•••.. ) , 

• 




Lampiran II Peraturan Desa 
Nomor : ••••••••. 
Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa 

Sampai DeIll!an 31 Desember 20... 

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA 

SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20••• 


URAIAN 


I. ABETDESA 
A. ABET LANCAR 

1. KasDesa 
a. Uang kas <Ii Bendahara Desa 
b. Rekening Kas Desa 

2. Piutang 
a. Piutang Sewa TaDah 
b. Piutang Sewa Geduug 
c. dst.••••• 

3. Persediaan 
a. Kertas Segel 

TAHUNN I TAHUNN-l 
(Tahun Periode : (Tahun 

Pelaparanl • Sebelumnval 

:b. 	 Mat.erai 
c.dst. ..... 

JUMLAH ABET LANCAR : 

B. 	ABET TIDAK LANCAR 

1. 	Investasi Permanen 


-Penyertaan Modal Pemerintah Desa. 


-
-

2. AsetTetap 

- Tanah 


- Peralatan dan Mesin 


Geduug dan bangunan 

JaIan. Jaringan dan Instalasi 


- dst.•••••• 


3. 	Dana Cadangan 


- Dana Cadangan 
 ". 
14. 	Aset tidak lancar Lainnya 

JUMLAH ABET TIDAK LANCAR • 	 , 

ITTn... AU ABET IJ!+B) 

II. KEW AJIBAN JANGKA PENDEI{ 
! 

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 


JUMLAH KEKAYAAN BERSllI( I - II ) 


• 

TANGGAL ............................. . 


TID 


(KEPALA DESA .............. ) 


i 



Penjelasan !abel: 

, 
1. Aset desa adaIah barang miliA: desa yang berasal dan kekayaan asU desa, 

d:fbeli atau diperoleh atqs beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
atau perolehan hak lainnfJa yang sah. ' , 

2. Uang 	 leas adalah uang milik Pemenntah Desa, baik ya1)!l.1 disimpan di 
Bendahara Desa maupun di rekeniTlg leas desa. . 

3. Piutang Desa adaIah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola 
kekayaan desa, antara lain beru.pa tanah, gedung yang diharapkan akan 
dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak 
ditetapkannya ke1jasama tersebut. 

4. Persediaan adalah ,suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa 
yang dinilai dengan uang brule berupa uang kertas maupun surat berharga 
dalamperiode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro. 

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset 
tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan 
bangunan, jalan, jaringan dan instalasi. 

6. Dana cadangan adaIah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan 
yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam 
satu tahun anggaran. 

7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh 
Pemenntah. 

8. Kekayaan bersih ad.a:liIh l!;elisih antara aset dan kewajibanpemerintah desa. 

Catatan : 

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya 
pada pembUiyaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman. 



I~r:::~.~~.~~~turan Desa 

i 

. 
Tentang: Program Sektoral dan Program 

Daerah masuk Ke Desa 

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA 

Tanggal 
Desa 

·· 
· ... 

........... ~... ~...... 
~.. ~•••...........•••. 

Kecamatan. : ........... "' ............... .. 

Kabupaten : ..................... . 


No. Jenis 
Kegiatan Kegiatan 

Volume satuan 
Dana 

" 

(Rp) 

tanggal, .................... .. 
kepala Def!a 

(..............................) 

MENTERI DALAM NEGERI 


REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

TJAHJO KUMOLO 

Salinan sesum dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

W.SIGIT PUDJIANTO 

Nip. 195902031989031001 




I..mnpiJan Perab.ran Desa 

Nomor 1 

Tahun 2018 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN EIELJWJA DESA 
PEMERINTAH OESA ••_.u_..___._u.__ 


TAHUN ANGGARAN 2018 

KODEREK 

1 

0 

00 

000 
000 

000 

0 

00 

000 

000 
000 

0 

00 

000 

URA/AN ANGGARAN 

\ (Hp) 

2 3 

~TAN 

Pendapatan Transfer 1.886.395.576.00 

Dana Desai 1.121.614.800.00 

f'\IOkasI Dana Desa 758.780.716.00 

Ban\uan I<euangall Provinsi 6.000.000.00 

IJUMlAH PENDAPATAN 1.ue..395.576,OO 

BEl..ANJA1 
BeIan]a Desa 1.838.388.5110.00 
Belanja Pegawai 439.720.000,00 
Belanja Barang_.rasa . 657.461.800.00 \ 

BelanjaModal' 739.206.700.00 

IJUMlAHBaANJA 183& 388 500.00 

ISURPlUS I(DEFISIT) 5OJI07.076.oo 
PEMBlAYAAN 

PengeIqaran Pembklyaan 5OJIOO.ooo.oo 
~ModaIDesa 50.000.000.00 

~JUMlAH _YAAN -50 000 000.00 
SISA LEBIH I (KIIRANG) i'£AIIIJUNGAN ANGGARAN 7.D76.oo 

KETERANGAN 

4 

;';;';;;;;':':' _ ••••__._ 21118 

~Pdnted b\- ~rik~Ud~.5. 02101_83:34 

1 

• 

,. 




1 IJImtliran ~no..a _, 

TaIWII: 201$ 

ANGGARAN PENOAPATAN DAN BElANJA DESA 
PEMERlNTAK DESA ___._._•••_- ­

TAKUNANGGARAN 2Ot8 
, KOOE~ UIWAN - ~ 

(lip) 

1 It 3 .. 
_ATAH 

110 Pcn1 f t "Traftafer 
, __5IlI.oo 

(000 Oanallesa I 1.121.614._.00 

000 ~OanaOesa I 7$8.7110.TllI,oo 

000 BaIIIuan.Keuangan PrrlIIInii 6.000.000.00 

_ATAH 1.8f6.395.516.oo 
0 BEI.ANJA I 
21 Sidang Penwlenagarpn PemerirJtJlh,~ 

211 ~ PMgbasiIm T.....,. ..... TunjanQ<on 2G'4DII 00II,011 

0.1J112 1'I1g1MIII' '. I I I .2G._~ 

00.021 ~ Telap KspoIa Ilesa dan P""'ngkat De 61.200.000.00 
00.021 an Telap SIaf_DesaI 3.600.000.00 
00.021 TIlIIjang!m KepaIa Oesa dan Perai1g1cat Oesa f51.211ll.OOO.oo \ 
00.021· TunJaooanl!PO dan Anggo!anya 11AOO.OOO·OOJ 
212 ~Opor__Oesa 

~ 
0.IJII2 ...-.-­ 1 111862-.00 
00.021 " -'AlaHuIis_ I 2.514.000.00 , 
00.021 

IIoIaqaAlat____ 
~OOO.OO 

00.021 -"""-­ I 300.000.00 
00.G21 I""""'l" f'<);IOC"l'r, CeIak dan ~ 1.038.000.1ll: 
00.021 IIoIaqa _1lInas_1I!riI>uInya :2.850.000.00 
000.212 i8e1anja--­ 1.355.000.00 
000.212 ~ Peijalanan IlInas I 2.-400.000.00 
0.IJII2 -..­ I I $(.111.I11III,(10 

000212 ~MocIaI Pengadaan P<omIaIan Kantor 26.000.000.00 
000.212 IIIoIaqaModai Pengadaan Komputer 8.021.500.00 
213 ~~I!PD lI.OOO 000.00 
0.1J112 ,~Bnng""''''' U/JQ_,(IO 

00.021 . IlelanjaAlatl\dis Kantor l.ll8O.000.00 
00.021 f'Gtnc:lopy.CoIaIt _ Penggandaan 4:20.000.00 
00.021 lIoIaqa_dan Mlnuman RajJat 3.600._.00 

1OOlU13 
I BoIanja:-­ 1.500.000.00 

lt14 KegIatM~1UlIIW U«IG.OOO.IlO 
0.1J112 ........-­ U4Dllooo.OO 
00.021 AlatTulisKantor 13.1IOO'.00I)JJ0 

0Q.021 _"""dan_ 11._.000,00 

0Q.021 IIoIaqaFolocopy. CoIaItdan ~ 2.2118.000.00 
00,021 IIoIaqa _tIan __Rapat 3.240.000.00 , 
000.214 '--., 6.516.000.00 

215 l\logIIdaa.....,eI.,....._~ Oesa 11.750 IlIIOPO j 

Il.002 ...-­ I 1.7f4AlIIII.OO, 

00.022 
IIIoIaqa--Mlnuman RajJat 

6.750.000,00 

216 
KegiaIan-..." --10-­ 9.517.000.00 • 

D.OO2 BeIm!Ia""""' __ I B.5B7..ooo,Oo , 
00.022 iI<IIanJa _ Tu!'s I<IIlItor I 1.557.000.(10. ! 
00.= IIoIaqa I'oIocopy. CoIaIt tIan ~ 480.000,00 

00.022 BeI8I1ja _tIanMlnuman Rapot 4.050.000.00 
i . 

000.216 IIoIaqa _omTIm PanIUa 3.500.000.1lIl 

217 ·~~_IaIiormasI_ 5.1oo.!lOO.OO 

, 




0._ BalMgIfan"­ I &.7OII.GOO,<IO 

000.211 JBeIanja 0eI!.0msi _ DolcumenI!Hi 5.700.000,00 -
2.110 

KegIaI:an __an __ Della 
2.7$2.000,00 

lIII.021 
1iIIlr:ang"-

2.162.000,(11) 

DOO.:!l1 AIaITuIIs_ 159.000,00 

000.211 I""""'i" ~,Cela!tdan~n -.00 

1lOO.211 ~ _danMinumanRapaI 1.500,000.00 

0.002.110 BeIanja_r... _ 1.000.000,00 , 
2.111 ~--~- 2.266.000.00 
00.021 SaIrr!!/iII-..-­ 2.2Il6.ooo,OO 

000.211 BelanjaAlatTuIis _ ooaooo.OO • 
000.211 BeIanja _...". Ceblltdan Penggandun 4118.000,00 

0.002.111 ~1'eIjaIananDi!tas I I 900.000.00 

~Opomolclllal~ _ Lalnya 
, 

2.112 1O..5OO.IJOO,OO ; 

00.1121 BeImJa""'--­ I f4alO.IIGG"IIII1 :. 
0.002.112 IBeIanja-11mf'anl!le 7.800.000.00 

0.002,112 IIIeianja _11m"""'_Kegistan 2.700,000,00 

2.113 
~~--- U17.1l1111,OO , 

lIO.tI2f -"'Flaplllal I 
, 

1 t2fUlIlI~fID 

0.002.113 .l\JImIll.emlwr I , 1.920.000,00 
\ 

IJO.II21 ~"",--..- 2.197.61III,lIII 
000.211 BeIanja_TuIIs Kantor 555.000.00 
000.211 BeIanja FoIIx:opy, CeIak dan P__ 342.800,00 

, 000.211 '---Rapat 450.000,0( 

jo.002.113 Belanja Il<II<masIdan Dokumentasl _Il00.00 

0.002.113 Biay.J_~__L.ombur 450.000.00 

fIO.i/21 -..­ \ I I ~ 

~11a IBeIanja Modal Pengadaan __Uiwr I 200.000.00 

2.116 KogilIIIm""",-DonPe/aporaJl ~ 71123.2OO.1lO 
00.021 . "",--­ '1.ti2III.2fID,(II) 

000.212 BeIanja AlaI Tillis Kantor 2.533.000,00 

000.212 BeIanja Benda Pos dan_ 2.220.000,00 -1 
000.212 BeIanja FoIDcopy, CeIak _ Penggandaan 71111.200,00 

0.002.116 ~_dan__L.ombur 
2.000.000.00 

2.117 .....~an~Tetap_TWIJan9anTm 172.IIGCI.OOO,j 

00.021 ,.""...., I I I 172 0fI0 DflD,OO 

000.212 ~TEIap Kepafa Oeoa lI"D I'eIIInglGdOil 57.800.000,00 

000.212 ,; I'engha$IIon TElapSlaf_ntoti cesar 2._.000.00 I 
000.212 ~Kepa!a Oeoa danl'<engkatOeoa 100.800.000.0( 

-I 

000.212 ~BPD_~ I 11.1!00.000.00 

2.116 Keg-. _ dan Pr"""""", Penunjang RTIRW 26.460.000.00 
00.021 -"",--­ I I _.DOO,OD 

0,002.118 18eIanja-Bengunan, T_danSam 6._.000,00 

0:002:118 1~_dan_HarianIlernbur 211.070.000.00 

2.11. Keglat.m EftIuaaI Pwltll J 'Um Deaa oIeti BPD 
6 __.00 

0D.IJ21 ~~I I 1.t1D11.flOO,tII1 

000.212 !llangSidang BPD_~ 1.800.000.00 

00.021 -"",--­ I 4.2DO.ooo,00 
000.212 8eIanja ~danMlnumanRapat 1.500.000.00 

0.002.119 Belanja Pmjaianan Dinas I 2.700.000,00 

22 ~-"""naan •n;;;;; l.!!03.mmoo 
223 Kogiat:mPem~__""""""""FMa 264.717.000.00 

0.002 BeiIiI/Ja-...-­ 1 77._000.00 

000.223 TBeIanja'- Upah T"""9"Kiiija 77._coo.OO 
11.1102 SelanJa- I T 12U91.ooo.00 

000.223 '1geIa$-~___ lai 1.224.1loo,oo 

ooo.m TgeIa$ Modal ~Gedung KaMldT""'f"I! 120.073.000.00 -

f 



~ 

~ 

000.223 1-'Modal Pengadaan Instalasi Ustrik _ TOle 4.800.000,00 

226 
lIiogiatan~sarll!la___ 

168J151..:soo.oo 

iD•0D2 BIIINI# Barangdan Jasa I &f..:3ll4/lClll" 
illOO.228 1Be!artja Jasa Upab T_Ko!ja 61.380.000.00 

0.002 BefstlIa- I I 1fIUi11..300.oo 

otlO.226 1Be!artja -l'elgaII;ian Pemloliiln __ 1..aI 681.1iOO.00 

000.226 IBeIa!lia ModaI~ Bangunan Lainnya 161.942200,00 

000.226 ~ModaIPe<,gadaan _ Ustnl<_ Tel< 
• 

3.687.500,00 

2.218 I\ogIoIan PambaAgunan T_~ PaNng/Dtatnal 217.%71.000.00 
oo.ou ~B/ImIg-'-' I 8U2III.ooo.oo 
0.002.216 . Jasa Upah T"",!lI" Ko!ja 88.820.000,00 

00.D2Z 
SeiIIGqjIr - I I 128M1.ooo.oo 

0.002.216 
-'_I'ongadaan___ La' 

1.990.000.00 
0.002.218 BeIa!lia Meal "'" 9 1 .. lJoringan Nt 121>.461.1100,00 

2.217 IIiogiatan ~bilDanll aD SUmutBar 3IJ1Jm'-.00- ~-,.,.. I lHUOO.ooo.oo 
0.002.211 Jasa Upah Tenaga Ko!ja 98.200.000,00 

, 

011,022 .- J I 2I1lI.IW1._,DIl , 

0.002.217 
BeIaoja _Pengadaar. ___ La' 

12_000,00 
0.002.217 IIeIanja Modal P""l!"daau Joringan Nt . 168.177.-.00 , 
0.002217 IIoIanJa Meall'llngodoan _ Uotrik dan Tel< 23.990.000.00 
2.223 P 1;9m..~ 111M~ , 
00.022 

~-- I 2.2811-",0 
0.002.223 IIIoIanJaJasa UpahTenaga Ko!ja 2.2IlIO.000,oo 
oo.ou BeII:uJja- I I 1I.1IIf.SOO,Dll • 
10.002223 IBeianjaModalI'llngodoan __1-'_La ' 111.500,00 
0.002223 IIIoIanJa -~ Bangunan La/rIny;I aOll4.ooo,oo 
2.22.4 ~ ...."",,-Ilampu- 101A51.ODO,1lO -00.022 """dan __ I ~ i 
0.002.224 IBeIania Jasa Upah T_Ko!ja :Il1.520.000,00- -...­ I I 1.f.!131.-,tID 

0.002.224 IIoIanJa Meall'llngodoan ___ 1..aI 
90.000,00 

6.002.224 Be!anja Modal i'ulgadaan Per1erBngan _, T.... 49.112.000,00 
0.002.224 Meal Pengadaan _ Uotrik dan Tel< 25.739.000,llCl, 
U . ~ I 
231 

KegIaIonPambi....... ___ 
19.200.000.00 

0.002 8elMIIaBlltalllJdan...... 11.200.-",0 
00.023 Alat l\I!i$ Kantor 1._,000,(11; 

00.023 Be!anjaAlol 2.185.000.00 
00.D23 

IlelanjaMakanan __Rapat 
1.200.000.00 

00.D23 
Pakaian D!nas --1" 10.070.000,00 

000.231 IIeIanja __ilanjJuna •• T....... dan Sara 1.4711.000,00 
000.231 8Iaya Makanan dan _ HarIanII.embur 3.204.000,00 
232 

~Pamb/noan__ 
15.000 000.00 

0.002 ~Barang-'- I 4.11U1»,(1(1 

00.023 
IlelanjaMakanan __Rapat 

1.800.000.00 . 
00,023 IIoIanja Pakaian D!nas dan AIriIluInya 2.314.000,00 
D.D02 BeItiDja- I I --.00 
000.232 II!eIaja -1'Ilngodoan Sarana 0IeI! mga 8S6.000.00 
233 1!A!gISn-0rganI0a0I~ 10.D00.DOO,Ql1 
D.002 Barangdan'­ 10.000.000.00 
00.023 , IIeIanja Ala! Tulis Kantor 1711.000,00 

00.023 Be!anja Fotoc:opy, Cdakdan I'Mggandaan 117.000.00 , 
00.023 IIeIanjaMakanandan _ RAIpat 840.000.00 
00.023 IIeIanja Pakaian D!nas.:an AIIiIIuIIlya 4,200000.00 

000.233 IIeIanja petj>! anl:liaas I 4.200.000,00 

000.233 IIeIanja 00I<0tasi dan DoIaJmentiIs! _.-'00 



234 KegIaIaa-" ... __.I~ 
_000.00 

0.0tJ% -..-.--­ I 1f.000_,oq 

00.023 BelalIja Makanon dan Minutnan Rapat 4.200.000.00 

000.2M BoIonJa-­ I 1.800.000.00 

000.234 BoIonJa Banmg UnIu!< DiI>e<iIcan Kepada Mas~ 4.000000.00 

23S " gi I --~~ 311_000.00 

0.002 Satang_.­ I I 36_-)10 

000.235 IBoIonJa-BaIljjUMll. Tamon __ 30.000.000.00 

000235 IBeIanJa 0perasi0ftaI MasjIis-' 6.000.000.00 

237 Kegi*n _ ..._IIsiaDilli 21.19O.OO1l.oo 
110011 Modal I I 1I1.19I'I.OOtI.OII 
000237 Modal Pengo tan Peralatan Kantoc l1.5!nooo.WJ 

000237 IBoIonJaModalPel~___ Lai 9.600._.00 

23S Keg1daDPanII U'tI 1i.IlOOJIIIO.oo , 
11.002 BlInmg-­ 6_000.00 

00.024 BoIonJaAlatTuIis __ 785.000.00 

00.024 BoIonja FotDcapy. c.\aI< _ PenggandaaI! 165.000.00 
, 

00.024 Me'" tan dan Hinuman Rapat J 
__.00 ,

: 
000.238 

~__MinumanHananltambur 
2.250.000..00 

000.238 Belanja-­ 900.000.00 

2.310 KegiabmMTQ . I 1.400.000.00 

00.023 ~BcI""!I-- fAtJOfJOIJ,IJO 

000.231 IBeIanja--_RaIla! 600._.00 

0.002.310 BelanjaSewa_' I 600._.00 

2.311 ICIIgIatan __0pera0I0naI TI</Guru PAUD 3.000.000.00 

00.0:" -"'EIMIn9-­ I I 3.IJI1II.ooo,oq 
000.231 IBeIanja AlatTIIIis Kantor I 1 2.715.000.00 

000.231 IBoIonJa F<JIoccJpy. CeIak dan P<lnggandaan 265.000,00 

2.31% ~-­0pera0i0MI PosyaIt1lu 4000000.00 

00.0:" 
-",B__.­

1 I 40D0_1JO 
000.231 BelanjaAlatTuIis_ I I 850.000.00 

000.231 Belanja F<JIoccJpy. CeIak _ P<lnggandaan 690.000,00 

000.231 Belanja _ den Minum... Rapat 96Il.llClO,oo 
0.002.312 Belanja-­ 1.500.000,00 

2.313 
~__ B_ 

5JlOO 000.00 

00.023 Satang-- SODOOOO,oq 

000.231 
JIIeIaIlja ---Rapat 5JlOO.000,oo 

2.315 ICIIgIatan _Il10 .... lmiM KOOOooo.oo 
00.0:" 

BeIimja .....- ­
04_000.00 

!I.OO2.315 IBelanja -PelugasLainya 54.000._,00 

2.316 
" 

P<I1"_Salgas ___ -000.00 
00.023 .---­ I I flWfJOIJ,IJO , 
!l.002.316 IBelanja -PelugasLainya I 00II.000.00 

2.317 Mi<lll1I • , P blaam Satgu Pemadam Kebakaru f.2GOAllO.oo 
00.023 -.va__-. ­ I f zoo;ooo.oo 

10.002.317 .IBelanja - PeIugas Lainya 1:200.000.00 

12.318 ICIIgIatan I.ocUa Kesrat PIIK-U 1.AOO.llGII,IIO1
00

_ ---­ I '_000.00t-lia--YmumanRapal 600.600,00 

0.002.318 ._­ 600.000.00 
2.3111 KegIaIaa I.ocUa I.ASQ 1.4OO.11QO.oo 

0Il.023 -..-..-.­ 1.4OO.11QOIJO 

000.:232 Belanja---RapaI 600.000.00 

0.002.319 BeIanja _ Pet.. I " 600.000,00 . 

~ K e' '"GebptPaud tJJOO.OOO,OO 

filelanJaEloriollfl-­ 1.000.ooo,oq 

1000.232 .IBelanja ­ - Minuman RapaI 
000.000,00 

• 
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PEJlElllHTAK OESA _ ... " .. -. 
IIIIlCIAN_PENIlAPATANIl£SA 

TAHUN ANGGARA1112iI18 
_ARAH 

I«lIIE 

1 

• 
I"" 

OOD 

00.042 

000 

I~ 

-
""­

URAIAN 1 
, VOI.WIE IW!GASATUAN 

2 , ... 
f!EICIl'IP.ATAN 

,p m L 7 ..­oar.._
!-­

fr 

I"' 1<mI- DDs 'ii" 1.121.111 

~--" I 

--~' 
I"" ,~,llam- ADO 1ls 481.6111.1)56.00 

I"" ' (KInv __":'!hon201 ­ 11s 271._T.1O,OIl 

¥ 'I'P'!"JII'IoWuI 
1 I' 

-....-...,IIariAPIID.......... 
I '1' .. , 

Q) ''-~_APIID I'BP Ita 

1 -till>! 
1a t tt • -­ ­--

.IIIMlAH 

• 
1 au "'678,QO 

1wa'RMO 

l.f21.6f~" 

1.1211114.800.00 , 
1.1211114.800,01) 

-m.OO 

, 758._'1711.00 
481,63UlEii,oo 

277,149.720.00 

f1.OOfI.DOO,OO 

8.000,000.00 

6.000.000,00 

1.8IIUIIU7<!,l18 
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RINGKASAN APBDESA PER SUMBER DANA 
PEMERlNTAH DESA ........______ 


TAHUN ANGGARAN 2018 
S benIa ADD Alokasl Da Desaum n na 
I KODEREK lIRAIAN ANGGARAN KETERANGAN 

I (Rp) 

1 2 3 4 

0 PENDAPATAN 

00 PendapaIan Transfer 758.7IlO.776,OO 

000 AIokasi Dana Desa 758.780,776,00 

JJUMLAH PENDAPATAN 758.760.776.00 
0 BELANJA I 
00 SelOI\ia Desa 758.779.300.00 
000 Belallla Pegawal 439.120.000,00 
000 BelanJa Barang dan Jasa 269,861.800,00 
000 BeJanja Modal 29.197.500.00 

IJUMLAH BI:LANJA 758.779.300,00 
ISURPLUS' (DEFlSIT) 1.476,00 

SISA LEIIlH, (KURANGI PEftIIITUNGAN ANGGARAN 1,476,00 
~...... _ •••••••••__._ 2018 

Kepa!aDaaa -
Prmted b;r Sl.skeudes ' 

I, 

1 



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEMERINTAH DESA ............................... . 


TAHUN ANGG.o.RAN 2018 

Sumberdana : 

DDS Dana Desa I APBN) 


KODEREK 
 = 
(Rp 


1 
 3 
 4
2 


10 

00 


000 Dana Desa 
 1.121.v 

1.121 


10 
 I 

I Bidano 	 ,DesaI~ 

, Kantor 223 
 I Sarana dan I 

1
 

10•002 , Banmg dan Jasti I ! 
!Belanja Jasa Upah Tenaga Ke~a 

1°·002 I I 

IBelanja Modal I , dan Mosin Lainnya000.223 

120.97:000.223_ IBelanja Modal I KantorlTempa! Kerja 

000.223 li3eIanja Modal ,Instalasi Ustrik dan Telepon 

226 
 I Sarana dan 
1
 

0.002 IJasa 

000.226 , Upah Tenaga Kerja 

0.002 .Moda' ) ) 
IBelanja Modal , .an Masin Lainnya 

IBelanja Modal oLainnya ,v 

IBeianja Modal , Instalasi Ustrik dan Tele~on 

12•216 
100.022 	 I-]a S8nIIIg dan Jasa I I 


, Upah Tenaga Kerja 


100•022 ) I 

10.002.216 IBelanja Modal I Mesin LainllYO 

IBelanja Modal ,Air 126.461.000,00 

1 
2•217 ,SumurBor 
100.022 IBe/an]a ,Jasa I 

Iv.vv•.•17 
 )Belanja Jasa Upah 

100•022 ,Modal I 

17 
 I Belanja Modal 	 I~ 

,0.002217 IBelanja Modal 	 r I 
 169.1n.400,OO 


17 
 IBelanja Modal, Iinstalasl Telepon 

2.223 


100•022 

1
 

IBarang I. I 

)Belanja Josa Upah ., enaga Kerj. 

100.022 'Moda' I I 

Belanja Modal 	 I dan Mooin Lainnya 117.500,00 

Belanja Modal 	 I LiiiriiiYO 
2.224 , Lampu Jalon 

1
 

00•022 , Barang dan Jasa I

1
 . 

JBelanja Jasa Upah Tenaga' KeJja ; 

1
00.022 ,Modal ) I 
 : 

Belanja Modal, I dan Mesin Lainnyo 

Belanja Modal. iJal8ri;l1 , Li' 

Belanja Modal Iinstalasi Ustrik dan Telepon 

,~ 

1237 
 .Dlnl 
, I
10•002 

1000.237 JBelanja Modal n Kantor 

vv 
 IBelanja Modal n dan Mesin LaliiOy8 

12.313 ,Safari I 

100•023 
 ,Jasa I ' . I 

1000.231 
 IBeianja n dan , Rapa! 


12•318 
 I Lomba Kesrak PKK-KB 



----------

l1li.023 Be1iU!Ja Barang dan .Il1SS I J 1.-"10.000,00 

000.232 I-nja Makanan dan Minuman Rapat 600.000,00 

0.002.318 I-ja SelVa Peralatan 800.000,00 

2.319 Keglalan Lomba LASQI I 1AOO.ooo.OO _DDS 

00.023 Belanja BIrnmg dan Jasa I 1.400.000,00 

000.232 I-nja Makanan _ Minuman Rapat 600.000,00,
0.002.319 IBeianja SelVa Peralatan I 800.000,00 , 
~ 814_ pembersttyaan Masyamklt I 38.690.000.00 I 
241 Keglalan _han l(epaIa DeAd... Pwangkal 2.840.000;00 _DDS 
0.002 Be/llIIil1 Barang dan.l_ I J 2.l14li.000,00 
00.024 -Ja Baha. Praktek __an 240.000,00 
000.241 BeIanja Honorarium In~sumber 2.000.000,00 
000.241 _nja Pe<jaIanan OinasJ I 300.000,00 
000.241 Bibya Makanan _ MInuman HarlanlLembur 300.000,00 
2.413 Keglatan PelaIIhan BUM Des. J 3.980.000,00 _DDS 
00.024 Se/anja Barang dan _ I 

I 3.900.000,00 
000.241 Bolanja Bahan Pcaktek dan PoIatiban 240.000,00 
0.002.413 Balanja HonorariumlnstrukterlP __.r 

3.000.000,00 
0.002.413 -is Poljol.n.n Din.. I I 300.000.00 !
0.002.413 Biaya _an dan Mlnuman HarlanlLembur 360.000.00 ,
2.416 KegIaIan Pengelolaon. UE _ Pengelolaan ""_. dan Pr •••r"". EIre 31.lI5O.ooo,oo _DDS 
IIII.OZ4 Se/anja- I I ~ 31._.000.00 
0.002.416 _nJ_ Modal Pengadaan Hewsn dan T"",.k 31.950.000,00 

JUMLAH BElANJA 1m1.609.200,oo 
SURPlUS I (DEFISIT) 5O.D05.600,oo 

0 PEMBlAYAAN 
00 Pengelu:aran Pembiayaan 50.000.000,00 
000 Penyertaan Modal De•• 50.000.000,00 

!JUMLAH PEMBlAYAAN -50.000.000,00 
SlSA LEBlH I (KURANG) PERKmlNGAN ANGGARAN 5.600,00 

._-_._.__._._.. ___ ... _. 2018 

KepataDeA 

\ 

Pnnted by Sisketldes, 

-_._ ... -. 


